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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan 

Sebagai kota metropolitan, Kota Surabaya tentunya tidak lepas dari 

permasalahan sosial kependudukan baik perumahan, transportasi , pemenuhan bahan 

pokok, dan lainnya juga termasuk masalah pekerjaan. Dengan meningkatnya jumlah 

penduduk di Kota Surabaya mengakiLatkan pula meningkatnya permasalahan sosial 

yang dihadapi diantaranya meningkatnya angka tenaga kerja produktif yang tersedia, 

sedangkan lapangan kerja yang terbatas ketersediannya yang mengakibatkan semakin 

besarnya angka pengangguran warga Kota Surabaya. Untuk dapat menanggulangi hal 

tersebut, tentunya dengan cara memberdayakan masyarakat, yaitu salah satunya 

dengan cara mendirikan usaha sendiri . Di lain pihak, pemberdayaan masyarakat 

membawah akibat dan permasalahan di dalamnya. Sejak dahulu membawa pro dan 

kontra bagi masyarakat Kota Surabaya yaitu Pedagang Kaki Lima. 

Di Kota Surabaya, pada tiap ruas jalan bagian-bagian trotoar jalan umum 

terlebih jika jalan besar/raya, maka tidak tertutup kemungkinan untuk semakin marak 

dan banyak berkembang dalam jumlah kuantitas dan kualitas letak serta barang dan 

jasa yang ditawarkan. Banyak keluhan dan juga banyak ketergantungan masyarakat 

Kota Surabaya terhadap keberadaan dan kegunaan pedagang kaki lima karena 

menjadi suatu kehidupan dan budaya dari masyarakat Kota Surabaya, sehingga 
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banyak yang mencoba untuk mencari cara mengatasi hal-hal pedagang kaki lima 

tersebut di atas. Pedagang kaki lima dalam peraturan perundang-undangan nasional 

belum cukup banyak diatur oleh peraturan yang ada, namun dalam peraturan daerah 

khususnya Peraturan Daerah Kota Surabaya, secara khusus diatur permasalahan 

pedagang kaki lima terlebih dahulu hal pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dan 

pengaturan pedagang kaki lima. Dalam pasal 1 huruf ( r ) Peraturan Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor I 0 Tahun 1987 tentang pengaturan 

Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya di Kotamadya 

Daerah Tingkat II Surabaya mendeskripsikan pengertian pedagang kaki lima. Dari 

pengertian yang diungkapkan dalam Peraturan Daerah tersebut dapat diuraikan 

syarat-syarat yang menyatakan sesuatu hal tersebut dapat dikatakan sebagai pedagang 

kaki lima, yaitu : 

kegiatan dagang perseorangan, dan 

menggunakan tempat atau fasilitas umum 

Sehubungan dengan adanya penggunaan tempat atau fasilitas umum, maka pasal 2 

ayat ( 1 ) Peraturan Daerah tersebut yang menyatakan bahwa : "untuk menjaga 

ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat 

11 Surabaya, diarang menggunakan fasilitas umum atau tempat-tempat sebagai tempat 

kegiatan usaha pedagang kaki lima, tanpa izin Kepala Daerah atau Pejabat yang 

ditunjuk". Hal ini didukung pelaksanaannya dalam pasal 25 Undang-undang Nomor 

14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa : 
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"penggunaan jalan untuk keperluan di luar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan 

kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut diduga dapat mengganggu 

keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah 

memperoleh izin tersebut" . 

Bila kita meninjau tentang izin itu sendiri yang dipergunakan sebagai sarana 

utama yang diperlukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan 

kebersihan yang telah diatur peraturan perundang-undangan sebagai alat pemerintah 

dalam rangka pengaturan. Suatu pengertian izin atau perizinan yang dijelaskan oleh 

Philipus M. Hadjon, yang menyatakan : 

"Kategori yang paling penting adalah perizinan. Sistemnya adalah bahwa 
undang-undang melarang suatu tindakan tertentu atau tindakan-tindakan 
tertentu yang saling berhubungan. Larangan ini tidak dimaksudkan secara 
mutlak, namun untuk dapat bertindak dan mengendalikan masyarakat dengan 
cara mengeluarkan izin, dan khususnya dengan menghubungkan peraturan­
peraturan pada izi n tersebut" 1 

Dengan adanya perizinan, memberikan suatu kewenangan kepada pemerintah untuk 

mengendalikan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan dari masyarakat dengan 

memberikan suatu larangan, serta larangan tersebut diperbolehkan sampa1 

diterbitkannya kebijakan dari pemerintah yang dikenal dengan izin. 

1 Philipus M. Had jon, et al., Pengantar Hukum Administrasi lndonesi!!, Gadjah Mada 
University Press, 1993, h. 126 
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Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge menyatakan izin adalah suatu 

persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, 

untuk dalam memberikan hal tertentu menyimpang dari ketentuan dari larangan 

perundang-undangan2
. Sebagai suatu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, izin 

sendiri salah satu bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara ( KTUN ), dimana 

dalam pasal l angka 3 Undang-undang Norr.or 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara, mempunyai elemen-elemen utama sebagai berikut : 

penetapan tertulis 

( oleh ) badan atau pejabat Tata Usaha Negara 

tindakan hukum Tata Usaha Negara 

konkret, individual 

final 

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata3 

Elemen-elemen yang tersebut di atas bersifat kumulatif dan bukan bersifat altematif, 

yang artinya bahwa elemen-elemen tersebut di atas haruslah dipenuhi dan tidak boleh 

ada satupun elemen yang ditinggalkan/tidak dapat dipenuhi sehingga suatu keputusan 

yang dikeluarkan tersebut bukan merupakan keputusan tata usaha negara. 

2 NM. Spelt dan JBJM Ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, h.2 

3 Philipus M . Hadjon et al ., Op.cit, h. 138 
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Menurut Prajudi Atrnosoedirjo, secara singkat dikatakan izin atau vergunning 

adalah 'dispensasi dari suatu larangan'.Izin beranjak dari ketentuan yang pada 

dasarnya tidak melarang suatu perbuaran tetapi untuk dapat melakukannya 

disyaratkan tertentu harus dilalui4
. Untuk lebih jelasnya dapat jelasnya dapat 

dijelaskan dalam skema pertentangan hukum yang didasarkan pada aturan 

pertentantangan. 

Sebagai suatu KTUN, izin tentunya mempunyai sifat-sifat, antara lain : 

terikat atau bebas 

keputusan yang menguntungkan 

keputusan yang segera berakhir dan dapat juga berlangsung lama 

keputusan yang bersifat pribadi atau kebendaan 

Adapun fungsi izin sebagai suatu instrumen dari Pemerintah adalah : 

a. mengarahkan/mengendalikan ( sturen ) aktivitas tertentu 

b. mencegah bahaya 

c. melindungi obyek tertentu 

d. seleksi danlatau aktivitas tertentu 

Dengan pesatnya perkembangan jumlah pedagang kaki lima di sekitar Kota 

Surabaya, maka semakin beratnya tugas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Surabaya dalam mengendalikan kegiatan usaha dalam rangka menjaga keamanan, 

4 [bid, h. 143- 144 
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ketertiban dan keindahan Kota Surabaya. Perkembangan jumlah pedagang kaki lima 

secara kuantitas yang begitu pesat tersebut temyata tidak diikuti dengan izin dan 

lokasi yang telah diatur oleh Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan 

daerah yang berlaku mengatur tentang masalah tersebut. Dengan tidak adanya 

penertiban secara tegas oleh pihak Pemerintah Kota menjadikan pedagang kaki lima 

tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga 

banyaknya pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin namun dapat berjualan pada 

kaki lima di sepanjang jalan Kota Surabaya. Hal ini menjadi permasalahan umum 

bagi masyarakat Kota Surabaya, terutama masyarakat yang merasakan secara 

langsung akibat dari perkembangan pedagang kaki lima di daerahnya. Tidak hanya 

lokasi yang telah diatur oleh Pemerintah Kota Surabaya, namun j uga pada lokasi yang 

tidak diatur dan tidak menjadi lokasi usaha pedagang kaki lima. 

Beberapa waktu yang lalu dengan pergantian Walikota Surabaya dari 

kepemimpinan Bapak Soenarto Snemaprowira kepada Wakil Walikota sebelumnya 

yang diangkat menjadi Walikota Surabaya yang baru Bapak Bambang D.H., membuat 

kebijakan yang begitu menggemparkan masyarakat Kota Surabaya. Penertiban 

pedagang kaki lima yang sudah menjadi rencana dan permasalahan sosial dalam 

jangka waktu yang relatif s.ingkat tereahsasikan secara bertahap untuk hampir seluruh 

wilayah Kota Surabaya. Dengan pengadaan peneritiban terhadap pedagang kaki lima 

tersebut, mendapatkan komentar dari pelbagai kalangan masyarakat yang mengalami 

langsung maupun tidak langsung menyaksikan dan mengalami keadaan tersebut. Di 



7 

satu pihak, dengan penertiban tersebut memberikan keindahan, ketertiban dan 

keamanan bagi masyarakat sekitar didirikannya kios kaki lima sebagai tempat 

kegiatan usahanya, serta berkurangnya persaingan yang dia]ami oleh pengusaha­

pengusaha yang bukan kaki lima dimana dari segi jenis barang dagangan yang 

ditawarkan maupun dari segi letak kios kaki lima yang telah menutup pemandangan 

dari konsumen. Di lain pihak, dengan adanya penertiban kios-kios/warung-·.varung 

pedagang kaki lima, membuat suatu fenomena dan pennasalahan masyarakat dalam 

bidang lapangan kerja yang semakin sempit, sehingga akan meningkatkan jumlah 

tenaga kerja yang menganggur serta hilang/musnahnya bahkan disitanya barang­

barang modal akibat dari penertiban pedagang kaki lima. 

Dari uraian dan Jatar belakang di atas, maka dapat dirumuskan menjadi suatu 

permasalahan-permasalahan yang akan diungkapkan, yaitu : 

1. Sanksi apa sajakah yang dapat dikenakan pada pedagang kaki lima yang 

melauggar peraturan perundang-undangan ? 

2. Upaya hukurn apa yang dapat dilakuk,an oleh pedagang kaki lima dan pihak­

pihak lain yang berhubungan dengan pengaturan terhadap pedagang kaki lima 

? 

2. Penjelasan Judul 

Penulisan hukum ini berjudul " Perliodungan Hukum Bagi Pedagaog Kaki 

Lima di Kota Surabaya " . Dengan diadakannya kebijakan dari Pemerintah Kota 



8 

Surabaya yang melakukan penertiban secara bergilir dalam jangka waktu yang relatif 

singkat dan bertahap dimana meliputi seluruh wilayah di Kota Surabaya. Tindakan 

yang dikeluarkan dan dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya tentunya akan dan 

telah menimbulkan akibat secara hukum dan segi lainnya baik sosial, ekonomi dan 

modal , politik dan lainnya. 

Tstilah pedagang kaki lima sudah menjadi kata yang sering terdengan Jan 

sudah tidak asing lagi bagi masyarakat terutama masyarakat Kota Surabaya. Hampir 

setiap bagian bahu dan ruas jalan dipergunakan untuk kegiatan kaki lima, dimana 

orang yang berjualan pada tepi-tepi jalan yang n1enyediakan kebutuhan-kebutuhan 

yang diperlukan oleh konsumen yang berupa warung baik yang bersifat sementara 

ataupun sudah mempunyai bangunan yang semi pennanen. Bahkann jika suatu usaha 

kakil lima yang sudah maju pesat dapat membuat bentuk yang permanen agar lebih 

tahan dari keadaan cuaca yang sedang terjadi . 

Lukman Mokoginto mengungkapkan salah satu jenis dari banyak jenis dari 

pedagang kaki lima, yaitu pedagang jajanan kaki lima. Pedagang jajanan kaki lima 

didefinisikan sebagai kegiatan usaha yang berskala kecil, tidak berbadan hukum yang 

memproduksi dan mendistribusikann makanan dan jajanan, dengan menggunakan 

areal tepi jalan sebagai lokasi usaha. 

Pada pasal 1 huruf ( e ) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Surabaya Nomor 10 Tahun 19987 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan 

Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang dirnaksudkan 



9 

dnegan pedagang kakj lima, ialah mereka yang melakukan kegiatan dagang 

perseorangan dan dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat atau fasilitas 

umum sebagai tempat kegiatannya. Dari defirusi di atas dapat dikemukakan 2 ( dua ) 

unsur yang menyatakan bahwa seseorang pengusaha tersebut merupakan pedagang 

kaki lima, yaitu : kegiatan dagang perseoranga dan menggunakan tempat atau 

fasilitas umum. 

Kegiatan Dagang Perseorangan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat arti kata dagang dan istilah lainnya 

yang berkenaan dengan dagang, yaitu : 

Dagang : pekerjaan yang berhubungann dengan menjual dan membeli barang 

untuk memperoleh keuntungan. Dagang itu sendiri sangat berhubungan erat 

dengan jual beli dan niaga 

Pedagang : orang yang mencari nafkah dengan berdagang5 

Jika dilihat dari definisi di atas_ maka dapat disimpulkan menurut pengertian Kamus 

Besar Bahasa Indonesia dimana dagang sangat berkaitan erat dengan hal niaga 

ataupun jual beli . Kegiatan dagang diartikan sebagai perbuatann dalam pengertian 

yang searah kegiatan menj ual dan kegiatan membeli tanpa adanya kegiatan lainnya 

disamping itu. 

5 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994 
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Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang ( KUHD ) juga diatur mengenai 

definisi pedagang kaki lima yang dianalogikan sebagai orang yang melakukan 

kegiatan dagang yang terdapat pada pasala 2 jo. pasal 3 KUHD : 

Pasal 2 KUHD : "Pedagang adalah mereka, yang melakukan perbuatan dagang 

sebagai pekeijaan sehari-hari" 

Pasal 3 KUHD : "Undang-undang memberikan arti perbuatan pem~agaan, 

pada umumnya membeli barang untuk dijual kembali, dalam jumlah banyak 

dan sedikit, masih bahan atau sudah jadi, atau hanya disewakan 

pemakaiannya"6 

Dari kedua definisi dari dua sumber yang berbeda, dimana pengertian menurut 

KUHD dipandang lebih 1 uas yang mana pengertian dagang bukan meliputi kegiatann 

jual beli, melainkan juga barang yang dibeli oleh pedagang juga digunakan untuk 

kegiatan dagang lainny ayaitu kegiatan sewa menyewa. 

Tempat atau Fasilitas Umum Sebagai Tempat Usaha 

Peristilahan tempat usaha dikenal dala KUHD dengan bursa dagang yang 

terdapat pada pasal 59 KUHD yang menyatakann bahwa : "Bursa dagang adalah 

tempat pertemuan para pedagang, juragan perahu, makelar, kasir dan orang-orang 

laiin yang termasuk dalam gelanggang perdagangan. Pertemua itu diadakan ata 

kekuasaan Menttri Ke'Jangan". Di dalam pengertian tersebut dikatakan bahwa tempat 

6 HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1, Penerbit Djambatan, 
1989, h.2 
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usaha dimana wadah tempat berkumpulnya pihak-pihak yang mengadakan usaha 

pemigaan, sehingga adanya suatu bursa dagang ataupun tempat usaha tersebut berdiri 

atau karena adanya satu unsur saja cukup mensyaratkan keberadaann tempat usaha 

yaitu para pedagang. Karena begitu luasnya pengertian tempat usaha tersebut, maka 

banyakk pulalah wadah-wadah dan tempat-tempat yang ada dalam masyarakat 

dewasa ini yang termasuk dalam tempat usaha, diantaranya : bursa saham/efek, pasar 

uang, pasar, plaza, toko/swalayan, terminal dan lainnya. 

Tempat usaha yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 

merupakan tempat atau -fasilitas umum. Tempat atau fasilitas umum inilah mereka 

melakukan kegiatan-kegiatan atau perbuatan dagang dimana para pedagang kaki lima 

berkumpul dan menghadirkan dagangannya. Fasilitas atau tempat umu yang 

dipergunakan untuk tempat usaha pada pasal 2 Peraturan Daerah tersebbut ditentukan 

oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya atau pejabat yang ditunj uk. 

Perlindungan hukurn bagi rakyat dalam bahasa asing dapat disebut juga dalam 

kata yang antara lain, sebagai berikut : 

Dalam kepustakaan Bahasa lnggris : "Legal protection of the individual in 

relation to acts of administrative authorities" ( Periindungan hukum individu 

calam hukubungannya dengan tindakan otoritas pemerintah ) 
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Dalam kepustakaann Bahasa Belanda : "rechtsbesecherming can de burgers 

tegen de overheid" 7 

Dari terminologi bahasa asing di atas dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum 

terhadap rakyat yang dimaksudkan adalah perlindungan hukum terhadap rakyat yang 

terkena dampak/akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi yang akan 

dibahas dalam perhndungan hukum, adalah perhndungan yang sebagai obyek adalah 

rakyat _ karena pemerintah sendiri sudah mendapatkan kekuasaan dari rakyat untuk 

berbuat yang mengatur daerah/wilayah yang menjadi kewenangannya. Sedangkann 

tujuan penegakan hukum adalah terciptanya pergaulan hidup yang damai, yang 

tercennin dalam ketertiban hubungan antar pribadi dan ketentraman batin yang 

individual sifatnya. Ketertiban merupakan syarat utama bagi terciptanya masyarakat 

yang teratur. Sehingga peran pengusaha lebih cenderung untuk menekankan pada 

terciptanya masyarakat yang taat terhadap peraturan yang dibuatnya.8 

Namun dalam bahasa asing yang telah dijelaskan di atas, bahwa perhndungan 

hukum yang dimaksudkan sebagai rakyat dalam bahasa Indonesia, juga menyangkut 

hubungan pemerintah yang mempunyai otoritas dengan individu. Sehingga yang 

terkait dengan itu tidak dipertanyakan statusnya rakyat yang bennakna jamak, 

namuin juga menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah yang berakibat buruk 

7 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.l 

8 Endang Sayekti, Fungsi Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kelja 
Terhadap Hak Upah Minimum, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, h. 74 
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kepada individu yang memerlukan perlindungan hukum. Salah satu pihak yang 

terkena dampak dari peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam 

kaitannya dengan hal ini adalah salah satu bagian dari rakyat yaitu pedagang kaki 

lima secara langsung, konsumen pedagang kaki lima, dan warga di sekitar lokasi 

usaha pedagang kaki lima khususnya dan warga kota Surabaya pada umumnya. 

Masing-masing pihak baik dari pedagang kaki lima, warga sekitar lokasi usaha 

maupun warga lain yang terkena dampak secara individu dapat diberikan 

perlindungan hukum dimana mereka termasuk elemen dari rakyat tersebut. 

Dalam hal melihat dan menganahsis perlindungan hukum bagi para pedagang 

kaki lima tersebut diperlukan adanya suatu analisis dan perbandingan aturan-aturan 

dan nonna-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat dimana tindakan­

tindakan pemerintah yang diadakan dalam rangka membuat kebijakan mengenai 

pengaturan dan penertiban pedagang kak.i lima dapat sesuai dengan aturan dan 

prinsip-prinsip yang sehingga kebijakan yang diambil dapat menjamah kepentingan 

semua pihak. 

3. Alasan Memilih Judul 

Dengan adanya penertiban yang terjadi beberapa waktu yang lalu di wilayah 

kota Surabaya menimlJuJkan suatu sensasi bagi masyarakat kota Surabaya berupa 

pendapat pro dan kontra. Pendapat tersebut hadir berbeda dalam sisi dan pandangan 

satu dengan lainnya. Salah satu pendapat dalam menanggapi penertiban pedagang 
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kaki lima ini adalah tempat usaha yang akan datang bagi pedagang kaki lima yang 

tadinya lokasi usahanya telah dijadikan area larangan dan diawasi oleh Pemerintah 

Kota Surabaya, sedangkan sebahian para pedagang kaki lima merupakan kelompok 

masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya dan pendapatan keluarganya 

sebagai pedagang kaki lima. 

Dengan adanya tindakan pemerintah yang telah dilakukan, tentunya akan 

memberikan akibat hukum didalamnya. Dalam rangka tindakan pemerintah 

khususnya penertiban pedagang kaki lima, tentu adanya aspek-aspek dan akibat­

akibat hukum dari tindakan dan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya sendiri baik 

dari berbagai sudut tinjauan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Pemerintah 

sebagai suatu lembaga yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur daerah 

pemerintahan atau kekuasaannya tentunya dapat melakukan ·· tindakan-tindakan 

hukum dalam rangka penertiban terutama khususnya pedagang kaki lima. Maka dari 

itu, tindakan pemerintah diupayakan haruslah sesuai dengan asa dan norma hukum 

yang ada sebagai pihak yang berkuasa dan pedagang kaki lima sebagai pihak yang 

menjadi korban atas tindakan pemerintah seharusnyalah diberikan suatu perlindungan 

hukum bagi tindakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang tidak sesuai 

dengan asas dan norma hukum yang ada dan berlaku di dalam masyarakat. 

4. Tujuan Penulisan 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut: 
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1. Memenuhi persyaratan akademik dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan 

2. Memberikan sumbangan pikiran dan perkembangan ilmu hukum pada 

umumnya dan hukum administrasi pada hukumnya 

3. Mendeskripsikan dan mensosialisasikan kewenangan atas pengaturan pedagang 

kaki lima, aspek-aspek hukum dan penanganan permasalahan yang ada di 

dalamnya. 

5. Manfaat Penulisan 

Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat membawa dampak 

yang positif bagi masyarakat luas pada umumnya, dan pihak-pihak yang terkait 

dengan perrnasalahan maupun konflik yang terjadi atas keberadaan pedagang kaki 

lima membawa dampak bagi warga kota Surabaya yang tidak lepas dari hubungannya 

dengan kaki lima pada khususnya. Ada banyak perrnasalahan yang akan muncul 

dengan keberadaan pedagang kaki lima, dimana pada kenyataannya bahwa hal 

tersebut begitu kompleks dan kasuistis. Namun penulisan ini mengungkapkan 

beberapa aspek dan permasalahan sesuai dengan kewenangan dan hak dari masing­

masing pihak. 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Penulisan skripsi ini dapat banyak memberi suatu wacan~ permasalahan yang 

ada atas kesewenangan dan tanggung jawab atas pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku atas pengaturan pedagang kaki lima, 
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dimana dengan pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang ada 

memberikan dampak positif bagi ketertiban kota Smabaya. 

2. Bagi Pedagang Kaki Lima 

Penulisan skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan 

akan eksistensi atau keberadaan pedagang kaki lma baik dalam hal pengaturan 

lokasi , 1zm usaha dan pelaksanaan kegiatan perekonomian berupa 

perdagangan pada fasilitas atau tempat umum sehingga mempunyai suatu 

kejelasar. kewenangan dan aturan dari masing-masing pihak yang 

berkepentingan dan berhak dalam menggunakan tempat atau fasilitas umum 

yang dimaksudkan 

3. Masyarakat umum 

Penulisan 1m memberikan suatu wacana dan '· wawasan dalam 

rangkamengetahui hak dan kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak 

dari pemerintahan daerah, pedagang kaki lima, dan masyarakat umum 

sehingga dapat saling adanya hubungan yang baik antara pedagang kaki lima 

dengan lingkungan di sekelilingnya. 

6. Metodelogi Penelitian 

a. Pendekatan masalah 

Pendekatan masalah digunakan untuk menguraikan dan menyelesaikan 

masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis nonnatif. Metode 
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pendekatan yuridis nonnatif artinya meninjau, menelaah dan menganalisis 

aspek-aspek hukum yang terkait pada permasalahan kewenangan pengaturan 

tempat usaha bagi pedagang kaki lima, aspek dan akibat hukumnya dengan 

melihat aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan hukurn dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b. Sumber data 

Perolehan data dalam penulisan skripsi 1m dalam berbagai sumber, yaitu 

sumber data primer dan sekunder. 

Sumber data primer 

Yaitu dimaksud sumber primer yaitu berasal dari ketentuan-ketentuan atau 

aturan-aturan hukurn yang berlaku terutama peraturan-peraturan mengenai 

pengaturan bagi pedagang kaki lima 

Sumber data sekunder 

Yang dimaksud dengan sumber data sekunder yaitu berasal dari buku-buku, 

hteratur tulisan-tulisan, makalah-makalah seminar serta aturan-aturan hukum 

yang ada berdasarkan pendapat para ahli . 

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data 

Pengumpulan data yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi dilakukan 

dengan cara-cara meli.hat ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan huk1.1m yang 

terkait dengan permasalahan, melakukan pengamatan terkait dengan contoh­

contoh kasus yang pemah terjadi serta dengan cara studi perpustakaan. 
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Kemudian dari data dan bahan yang diperlukan maka dilakukan pengolahan 

data yaitu dengan cara membatasi data-data yang lebih cenderung terhadap 

penyelesaian pennasalahan dan dicocokkan serta dibandingkan dengan 

pendapat para ahli sebagai pengamat baik dalam pemerintahan, sosial dan 

hukum 

d. Analisis data 

Dalam menganalisis data digunakan tehnik deskriptif kualitatif yaitu 

menganalisis pennasalahan yang ada dengan dipecahkan sesua1 dengan 

kerangka teori, pendapat para ahli , pada tinjauan pustaka yang dikaitkan 

dengan hasil penelitian, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah 

sehingga menghasilkan jawaban yang diperlukan untuk dijadikan bahan untuk 

penulisan yang akan diuraikan dan dijabarkan dalam skripsi ini . 

7. Pertanggungjawaban Sistematika 

Skripsi ini berisikan 4 ( empat ) bab yang akan menjelaskan dan menguraikan 

pennasalahan sampai pada penyelesaian masalah. 

Bab I berbicara mengenai Jatar belakang tersebut munculnya penulisan skripsi serta 

dari Jatar belakang dan perumusan masalah. Hal tersebut dimaksudkan karena 

berdasarkan Jatar belakang pennasalahan dan perumusan masalaha yang akan 

membatasi dan mengarahkan penulisan pada masalah yang akan dituju 
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Bab I1 berbicara mengenai penegakan hukum dan kewenangan yang dilakukan dan 

kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota s~suai dengan aturan dan yang 

berlaku. Dalam bab ini dipaparkan kewenangan yang dimilik oleh Pemerintah Kota 

yang diperoleh Peraturan Daerah untuk mengatur perkembangan pedagang kaki lima, 

serta tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka 

pelanggaran yang terjadi atas peraturan oleh pedagang kaki lima. 

Bab l1I berbicara mengenai perlindungan hukum yang diperoleh oleh pedagang kaki 

lima atas tindakan dan kebijakan dalam rangka penegakan hukum terhadap pedagang 

kaki lima yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagaimana yang telah 

dibicarakan pada bab ll. 

Bab IV merupakan bab penutup yang akan memberikan kesimpulan pada 

permasalahan dan penyelesaian serta memberikan saran-saran yang diperlukan pada 

masa yang akan datang. 



BAB II 
SANKSI HUKUM TERHADAP 

PEDAGANG KAKI LIMA 



BAB II 

SANKSI HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA 

1. Pengaturan Usaha Pedagang Kaki Lima 

1.1. Pengaturan Lokasi 

Secara umum di dalam pasal 59 KUHD, dinyatakan bahwa bursa dagang 

sebagai tempat pertemuan para ped;)gang diadakan atas kekuasaan atau kewenangan 

Menteri Keuangan. Pasal ini memberikan kewenangan secara atribusi kepada 

Kementrian/Departemen Keuangan untuk mengatur tempat usaha atau bursa dagang 

dimana tempat pertemuan para pedagang kaki lima berlangsung melakukan usaha 

yang diperdagangkan tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada pasal 25 ayat ( 1 ) dinyatakan : 

"Penggunaan untuk keperluan tertentu di luar sebagai jalan;• dan penyalahgunaan 

kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut diduga dapat mengganggu 

keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas hanya dapat mengganggu 

keselamatan dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh 

izin", dan pada ayat ( 2 ) pasal tersebut menyatakan bahwa persyaratan dan tata cara 

memperoleh izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, sehingga dalam 

dua ayat tersebut hanya menyatakan bahwa pengaturan pedagang kaki lima melalui 

prosedur izin yang masih diatur jelas menjadi kewenangan pejabat tertentu, namun 

masih menanti pengaturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

20 
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Namun berbeda halnya dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 

Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dimana pasal 1 angka ( 6 ) disebutkan bahwa : 

"kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya", yang 

merupakan perpaduan tempat usaha yang mempunyai dungsi utama budi daya ( pasal 

1 angka ( 8) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 ), dimana pada pasal I angka (5) 

dinyatakan bahwa "wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geogafis beserta 

segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistem dan sistemnya ditentukan 

berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional". Pengaturan atas penataan 

rt:tan-seperti halnya disebutkan pada pasal 7 khususnya untuk penataan ruang suatu 

kawasan pada daera tingkat II kota dan diatur pada ayat ( 2 ) : "Penataan ruang 

didasarkan aspek administratif meliputi wilayah nasional, wilayah propinsi Daerah 

Tingkat I, dan .wilayah kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II", yang membawa 

suatu darnpak bahwa pengaturan akan penataan ruang diatur oleh masing-masing 

kepala pada wilayah yang ada baik nasional, daerah tingkat I dan daerah tingkat II 

dalam suatu koordinasi oleh seorang menteri yang ditunjuk pada pasal 28 ayat ( 1 ), 

dimana wewenang tersebut diatribusikan kepada pemerintah atas dasar pasal 24 ayat 

( 1 ) undang-undang tersebut. 

Hal tersebut yang semakin menguatkan keberadaan Peraturan Daerah 

Kotamadya Tingkat 11 Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 untuk dapat dilaksanakan, 

dimana pengaturan yang berlangsung atas pedagang kaki lima dilarang untuk 

digunakan tanpa adanya izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk yang 
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termaklum dalam pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah tersebut. Dalam rangka 

pengaturan pedagang kaki lima tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menggunakan 

prosedur izin sebagai langkah-lngkah kebijaksanaan yang dilakukan. 

Sebelum dikeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa izin usaha 

pedagang kaki lima, maka terlebih dahulu Pernerintah Kota menetapkan lokasi-lokasi 

usaha bagi pedagang kaki lima dimana apabila izin usaha dikeluarkan dijelaskan 

lokasi pedagang tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan. Adapun kewenangan 

untuk menetapkan lokasi usaha sesuai dengan pasal 2 ayat ( 3 ) Peraturan Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat l1 Surabaya Nomor 10 Tahun 1987, diatur oleh Wahkota 

Surabaya dengan mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan kepentingan 

sosial , ekonomi, ketertiban lingkungan di sekitar keadaan pasar. Dalam rangka 

melaksanakan dan memperhatikan pertimbangan-pertirnbangan yang . dipaparkan 

tersebut, maka Walikota Surabaya sebelum menetapkan keputusan tentang 

pengaturan bagi pedagang kaki lima, rnembentuk tim-tim kerja yang mempunyai 

tugas secra berkala meneliti , mendata, melakukan pembenahan dan pernbinaan 

terhadap pedagang kaki lima yang nantinya laporan dari tim kerja tersebut akan 

menjadi acuan dalam menetapkan keputusan dan kebijakan oleh Walikota Surabaya 

dalam melangkah berikutnya terutama dalam menetapkan lokasi usaha. 

1.2. Pengaturan Izin Usaha 

Pemerintah Kota Surabaya selain mempunyai kebijakan dan kewenangan 

untuk menentukan lokasi yang tepat bagi pedagang kaki lima yang menerima saran 
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dan pertimbangan dari berbagai pihak yang tim-tim kerja yang telah ditentukan oleh 

Pemerintah Kota Surabaya sendiri maupun pihak-pihak lain yang peduli akan 

penataan lokasi pedagang kaki lima dimana tennasuk peran serta masyarakat, juga 

mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan salah satu Keputusan Tata Usaha 

Negara dalam bentuk izin seperti halnya yang dinyarakan dalam peraturan 

perundang-undangan baik dalam pasal 25 ayat ( I ) Undang-undang Nomor 14 Tahun 

1992 dimana penggunaan jalan di luar fungsi jalan haruslah memperoleh izin dalam 

hal jalan ataupun bagian jalan merupakan salah satu tern pat atau fasilitas umum yang 

penggunaannya untuk kalangan masyarakat umum dan dikelola pemerintah dalam 

rangka penggunaan lalu lintas, yang sebelumnya juga telah diatur oleh pasal 2 ayat 

(1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya Nom or 10 Tahun 1987, 

kewenangann mengeluarkan izin secara atribusi dimiliki oleh Walikota Surabaya atau 

pejabat-pejabat yang ditunjuk baik pelimpahan secara mandat maupun delegasi, 

sesuai dengan pasal 1 huruf (d) Keputusan Walikotamadya Kepada Daerah Tingkat 

II Surabaya Nomor 171 Tahun 1989 tentang Ketentuan Untuk Memperoleh lzin 

Usaha Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dimana izin 

tersebut diberikan oleh Kepala Daerah pada lokasi yang telah dikatakan sebagaimana 

yang telah dibahas pada sub bab II.2.2 di atas 

Pada pasal 3 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya 

Nomor 171 Tahun 1989 secara tegas melimpahkan wewenang yang merekat padanya 

secara atribusi baik mengeluarkan atau memberikan maupun menandatangani izin 
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tersebut kepada Kepala Bagjan Perekonomian pada Sekretariat Kota Daerah Tingkat 

II Surabaya. Untuk memperoleh izin yang dimaksud maka pedagang kaki lima yang 

ingin mendapatkn izin diharuskan memenuhi persyaratn fonnal yang sebagaimana 

telah diungkapkan pada pasal 2 ayat ( 1 ). Sebagai suatu izin yang merupakan salah 

satu bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara ( KTUN ) yang berbeda dengan 

KTUN lainnya secara umum deng~1i izin yang lainnya secara khusus, hal ini 

dikarenakan izin bagi pedagang kaki lima mempunyai sifat-sifat, antara lain : 

Be bas 

Suatu pemberian tzm sebagj suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang 

dikeluarkannya mempunyai suatu keterikatan dengan aturan dari hukum yang tertulis 

dan tidak tertulis. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Walikotamadya 

Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 171 Tahun 1989 dimana memberikan 

suatu aturan yang harus dijalankan dalam mengeluarkan suatu keputusan yang berupa 

izin bagj pedagang kaki lima 

Keputusan yang menguntungkan 

Pada dasamya sebagai sifat umurnnya yang dipunyai oleh semua izin yang 

merupakan suatu keputusan yang menguntungkan. Izin sebagaimana sebelumnya 

dinyatakan suatu dispenssasi dari 1arangan sehingga secara pemikiran bahwa 

seseorang ingin mendapatkan tzm dikarenakan larangan tersebut. Apabila kita 

mendapatkan izin daripadanya akan membawa keuntungan baginya larangan tersebut 

di pcrbolehkan. 
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Keputusan yang mempunyai tenggang waktu 

Izin yang dikeluarkan bagi pedagang kaki lima ini mempunyai jangka waktu dalam 

keberlakuannya sesuai dengan pasal 6 ayat ( 2 ) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 jo. pasal 4 Keputusan Walikotamadya 

Kepala Daerah Tingkat Il Surabaya Nomor 171 Tahun 1989 dimana paling lama 6 

(enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkanr.ya, yang nantinya secara tegas 

ditu1iskan pada surat izin yang bersangkutan. 

Keputusan yang bersifat pribadi/kebendaan 

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan pada pasal 5 ayat ( 3 ) Peraturan Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor I 0 Tahun 1987 dimana izin dikeluarkan tidak 

boleh dipindahtangankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun. 

1.3. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengaturan Usaha 

Dalam menentukan pengaturan usaha bagi pedagang kaki lima, Pemerintah 

perlu untuk mengambil langkah untuk mengikutsertakan peran serta masyarakat 

dalam mengambil sebuah keputusanlkebijakan. Seperti halnya telah dibahas di atas, 

pengaturan usaha bagi pedagang kab lima oleh Pemerintah Kota Surabaya terdiri 

dari pengaturan lokasi dan pengaturan izin usaha bagi pedagang kaki lima, diperlukan 

suatu peran serta masyarakat dalam kedua pengaturan guna menampung pendapat 

masyarakat, mencari jalan yang terbaik dalam pengaturan sehingga tidak terjadi 

kekacauanlketidakseimbangan dalam masyarakat, dan dalam rangka sosialisasi 
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pengaturan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat yang terkena dampak 

langsung dari pengaturan tersebut. 

Pemerintah kota dalam hal ini Walikota Surabaya sebagai pejabat yang 

memutuskan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, terlebih dahulu seharusnya 

memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat yang ditentukan/direncanakan 

untuk berperan serta jika daerah tersebut layak ataupun kurang layak untuk menjadi 

lokasi usaha bagi pedagang kaki lima. Adakalanya suatu daerah apabila dijadikan 

lokasi akan merusak tatanan ketertiban, keamanan dan kebersihan, contoh : lalu lintas 

jalan akan macet, semakin ramai suatu daerah maka banyak juga masalah terutama 

kriminalitas, merusak hubungan antar tetanggalwarga di daerah tersebut. Salah satu 

cara keadaannya dikhawatirkan merusak ketentraman daerah tersebut. Salah satu cara 

Walikota untuk mengetahui data lapangan sebelum mengambil keputusan tentang 

lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, dilakukan dengan membentuk tim Penelitian 

dan Pendataan Pedagang Kaki Lima di wilayah Daerah Tingkat II Surabaya dimana 

juga selain mengambil data lapangan dan j\lga daya yang dari masyarakat tentang 

lokas.i yang layak. Dalam pelaksanaan pengaturan pedagang kaki lima, Walikota 

Surabaya juga memberikan instruksi kepada aparat pemerintahan dibawahnya untuk 

memantaa keadaan di daerah pemerintahannya masing-masing, terutama kepada Para 

Pembantu Walikota dan Camat di seluruh wilayah Kota Surabaya untuk memberikan 

pertimbangan-pertimbangan dalam penataan pedagang kaki lima di wilayah masing­

masing ( Instruksi Waiikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 
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Tahun 1988 ). Dari sinilah para pembantu walikota dan camat di wilayah Surabaya 

meneliti dan memberikan masyarakat berperan serta dalam proses penataan lokasi 

pedagang kakj lima. 

Begitu juga halnya dengan penerbitan izin usaha bagi pedagang kaki lima, 

dimana proses pengajuan izin usaha pedagang kaki lima berawal dari kantor 

kelurahan. Dengan surat pengantar d&ri kantor kelurahan, maka diteruskan kepada 

kantor kecamatan guna mendapatkan pemberitahuan dan penandatanganan oleh 

Camat sebelum diajukan pada Bagian Perekonomian pada Sekretariat Kota Surabaya. 

Pada tahapan pengajuan izin tingkat kelurahan dan kecamatan tersebut, seharusnya 

dapat diikutkan peran serta masyarakat pada wilayah kelurahan atau kecamatan 

tersebut dalam hal antara lain jumlah pedagang kaki lima yang diberikan izin, jenis 

barang yang diperdagangkan dan orang yang mengajukannya. Apabila dirasakan 

masyarakat menilai permohonan izin tersebut tidak layak, maka kantor kelurahan 

tidak mer.geluarkan surat pengantar ataupun kantor kecamatan tidak menandatangani 

permohonan izin tersebut maka akibatnya Bagian Perekonomian pada Sekretariat 

Kota Surabaya tidak akan menerbitkan izin yang bersangkutan dikarenakan tidak 

memenuhi syarat-syarat fonnil sesuai dengan pasal 2 Keputusan Walikotamadya 

Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nom or 171 Tahun 1989. 

Setelah diterbitkan izin usaha, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan 

dalam rangka menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan lokasi wilayah tersebut. 
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lzin dapat dicabut sesuai dengan pasal 4 ayat ( 3 ) Keputusan Walikotamadya Kepala 

Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 181 Tahun 1989, yaitu : 

a) Pemegang izin melanggar syarat yang tercantum dalam surat izin 

b) Lokasi/tempat usahanya tidak lagi dinyatakan sebagai tern pat usaha pedagang 

kaki lima 

c) Pemegang izin melanggar ketentuan perundangan yang berlaku 

Hal tersebut di atas dapat efektif apabila adanya peran serta masyarakat yang 

maksimal karena kurangnya pengawasan secara langsung terhadap praktek 

perdagangan pedagang kaki lima. Masyarakat dapat mengajukan hal-hal yang terjadi 

pada lokasi usaha pedagang kaki lima kepada aparat pemerintahan setempat pada 

tingkatan kelurahan!kecamatan. 

2. Penertiban Pedagang Kaki Lima 

2.1. Penertiban Sebagai Salah Satu Sanksi 

Suatu norma dalam suatu perturan tentnya tidak dapat dianggp oleh 

masyarakat ada ketika hal tersebut mendapatkan suatu akibat secara nyata berupa 

sanksi . Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukumnya "Efektivikasi Hukum dan 

Peranan Sanksi", dikatakannya : 

"Salah satu upaya yang biasanya dilakukan aga supaya warga masyarakat 
rnematuhj ka1dah-kaidah hukum dengan rnencantumkan sanksi-sanksi. Sanksi­
sanksi tersebut mungkin negatif, yang maksudnya adalah menirnbulkan 
rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan yang terpuji" 1 
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Dengan demikian, tampaknya sanksi sebagai salah satu sarana penting untuk 

mengusahakan agar hukum menjadi efektif. Adanya sanksi merupakan upaya untuk 

merangsang terwujudnya perilaku warga terwujudnya perilaku warga yang taat pada 

kaidah hukum. Dalam kaitannya dengan perizinan, maka suatu tindakan yang 

melanggar nonna yang telah diatur akan mendapatkan sanksi administrasi bersifat 

khas, antara lain : 

a. Bestuursdwang ( paksaan pemerintahan ); 

b. Penarikan kembali keputusan ( ketetapan ) yang menguntungkan ( tzm, 

pembayaran, subsidi ); 

c. Pengenaan denda administratif; 

d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah ( dwangsom ). 2 

Bestuursdwang (paksaan pernerintah) dapat diuraikan sebagai tindakan yang 

nyata (feitelijke handeling) dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang 

dilarang oleh suatu kaidah hukum adrninistrasi atau (bila rnasih) rnelakukan apa yang 

seharusnya ditinggikan oleh para warga karen~ bertentangan dengan undang-undang3
. 

Sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah 

dijelaskan pada bagian sebelurnnya bahwa dilarang rnemakai fasilitas atau tempat-

1 Soeijono Soekanto, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya, Bandung, 
1983, h.2 

2 Philipus M. Hadjon et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah ada University 
Press, 1993, h. 245 

3 Ibid, h. 246 
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tempat umum di luar fungsi yang telah diatur kecuali jika telah mendapatkan izin dari 

pihak yang berwenang. Namun penertiban dilakukan karena terjadi adanya 

pelanggaran peraturan perundang-undangan sehingga diadakannya tindakan tegas 

secara pemerintahan untuk mengatur pedagang kaki lima. Dapat dikatakan bahwa 

penertiban tennasuk salah satu bentuk dari bestuursdwang ( paksaan pemerintah ), 

dengan demikian pengadaan penertiban bagi pedagang kaki lima bertujuan untuk 

mengakhiri adanya pedagang kaki lima yang telah melanggar peraturan perundang­

undangan yang berlaku. Tentunya sanksi yang dilakukan oleh pemerintah sesuai 

dengan prosedur dan peraturan yang mengatur akan hal-hal tersebut dan biasanya 

akan ada pemberitahuan mengenai adanya pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang 

akan diadakan terhadap pelanggar peraturan tersebut sehingga adanya suatu 

pemberitahuan akan pelanggaran yang telah dibuatnya. 

Adapun sanksi administrasi lainnya diantaranya yaitu penarikan kembali 

keputusan yang menguntungkan, diantaranya subsidi, pem!)ayaran dan izin 

diberlakukan oleh pemerintah dimana dilihat pada kemudian hari dirasakan bahwa 

terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku oleh pedagang 

kaki lima ataupun keputusan tersebut tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi 

pada saat ini. Hal ini merupakan kewenangan pemerintah dalam tangka pengaturan 

wilayahnya jika hal tersebut merugikan kepentingan masyarakat dan lingkungan 

daerahnya tersebut. Pengenaan denda administratif dilakukan apabila pelanggaran 

yang dibuat oleh pelanggar tersebut dirasakan dapat ditanggulangi dengan penarikan 
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denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal itu. Besar dan 

kesalahan untuk pengenaan denda diatur oleh pengatur yang berlaku. Dan dalam 

perkembangannya berkaitannya bestuursdwang, pemerintah dapat mengenakan uang 

paksa pada yang berkepentingan sebagai suatu pengganti dan menghindari adanya 

bestuursdwang yang dianggap sangat merugikan pedagang kaki lima. Penarikan uang 

paksa diadakan setiap hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki 

lima. 

Dalam mengendalikan pedagang kaki lima di kota Surabaya, Pemerintah Kota 

Surabaya dalam hal ini Walikota diberikan wewenang melalui peraturan daerah 

melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima dengan 

mengadakan prosedur izin. Maka Walikota sebagai pejabat yang mempunya1 

kewenangan tersebut dapa menerapkan sanksi-sanksi · administrasi yang telah 

disebutkan pada sub II.2.1 sebelumnya guna memberi tindakan-tindakan tegas atas 

pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima yang akibatnya dapat mengganggu 

keadaan lingkungan sekitarnya. Sebagai pihak yang berwenang dan mewakili 

masyarakat untuk mengatur dan memberikan pembinaan agar lebih baiknya pedagang 

kaki lima dari segala aspek dan diterima serta dirasakan keberadaannya ditengah­

tengah masyarakat. 

Dalam keadaan yang sudah menJamumya pedagang kaki lima terutama 

dengan banyak pedagang kakj lima yang melanggar peraturan dan mengganggu 

lingkungan dan masyarakat sekitamya, biasanya digunakan cara-cara represif yang 
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dilakukan oleh Pemerintah Kota yang merupakan salah satu sanksi administratifyaitu 

paksaan pemerintah (bestuursdwang). Dalam pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya Nomor 10 Tahun 1987, menyatakan suatu 

norma larangan atas kegiatan pedagang kaki lima yang kemudian adanya suatu 

dispensasi dengan diterbitkannya izin. Atas dasar tersebut, maka Pemerintah Kota 

Surabaya melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak ~esuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota baik dalam penetapan 

lokasi/tempat usaha maupun izin usaha bagi pedagang kaki lima. Maka dari itu, 

Pemerintah Kota dirasakan perlu mengadakan penertiban bagi pedagang kaki lima 

yang tidak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota 

karena suatu tugas dan wewenang. 

Adapun keuntungan dan keefektifan dilakukannya tindakan paksaan 

pemerintah ( bestuursdwang ) berupa penertiban pedagang kaki lima sebagai suatu 

cara pelaksanaan sanksi administratif, antara lain : 

l. Mengurangi jumlah pedagang kaki lima secara lebih cepat yang dirasakan 

pertumbuhan pedagang kaki lima dirasakan sangat berlebihan sehingga 

meresahkan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi/tempat usaha pedagang 

kaki lima 

2. Menga.dakan upaya pembersihan secara fisik keadaan lokasi atau tempat 

usaha pedagang kaki lima yang sering kali tidak rnengindahkan kebersihan 

lingkungan dan bahkan membuat ~tan atau kios pedagang kaki lima yang 

---- ----------------------------------------------------------------~ 
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bersifat kios kayu, semi pennanen dan pennanen, sedangkan dalam aturannya 

sendiri, pedagang kaki lima pada tempat atau fasilitas umum hanya bersifat 

sementara dengan memakai rombong. 

3. Menjadikan suasana lalu lintas di kota Surabaya menjadi lebih lancar 

terutama pada lokasi/tempat usaha yang para pedagang kaki lima hingga 

menempati jalan yang dipergunakan untuk kendaraan bermotor, sehingga 

mengganggu jalannya kendaraan bennotor yang mengakibatkan macetnya lalu 

lintas jalan di beberapa daerah kota Surabaya. 

4. Membuat suatu pemikiran atau preseden yang muncul dalam masyarakat kota 

Surabaya sebagai suatu keseriusan oleh pemerintah mengatur dan 

memperbaiki pengaturan dan penempatan pedagang kaki kaki lima yang 

tertib. Tindakan tersebut secara nyata dan jelas menunjukkan suatu dari 

kinerja pemerintah dalam rangka menanggulangi pennasalahan pedagang 

kaki lima. 

Di lain pihak, penertiban mempunyai kekurangan dibandingkan dengan sanksi-sanksi 

administratif di atas, antara lain : 

1. Tindakan penertiban denda terhadap pedagang kaki lima, dana yang 

dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya lebih besar sedangkan dana yang akan 

masuk lebih kecil. Sanksi administratif lainnya yang relatif lebih mudah dan 

murah dalam pelaksanaannya di lapangan .. 
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2. Kemungkinan adanya suatu konflik langsung di lapangan antara petugas 

penertiban ( dalam hal ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ) 

dengan pedagang kaki lima yang tidak ingin adanya penertiban. 

3. Dengan adanya penertiban mengakibatkannya semakin kecilnya kesempatan 

keija bagi sebagian warga kota Surabaya, khususnya yang selama ini 

menguntungkan hidupnya pada usaha pedagang kaki lima. Dengan 

rnengurangi lapangan keija dapat rneningkatkan angka pengangguran. 

4. Kernungkinan untuk terjadi tuntutan baik pidana maupun perdata dari pihak­

pihak yang rnerasakan kerugian diakibatkan tindakan penertiban tersebut 

sangatlah besar. 

2.2. Penertiban Atas Partisipasi Masyarakat .. 

Dalam mempelajari hukurn administrasi tentunya tidak lepas dari elernen­

elemen atau unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, baik yang rnemutuskannya, yang 

mempengaruhi keputusan maupun yang mendapatkan akibat dari hukum 

administrasi . Berdasarkan fungsi pembinaan dan pengayoman, antara masyarakat dan 

pemerintah mempunyai hubungan yang sangat erat kaitannya dalam hukum 

adm ini strasi. 

pem maan 

pengayoman 

partisipasi 



35 

Di dalam bagan tersebut di atas dalam struktumya sebagai rnasyarakat, masyarakat 

mempunyai fungsi dalam kebijakan, perbuatan dan keputusan pemerintah yang 

diambil dimana masyarakat memberikan partisipasi di dalamnya. Dalam 

melaksanakan partisipasi oleh masyarakat tersebut, dalam berbagai aturan dan kasus 

tertentu yang ditetapkan prosedumya secara tertulis oleh pemerintah dalam rangka 

mengambil pendapat dari masyarakat agar keputusan yang diambil oleh pemerintah 

tersebut dapat diterima dengan baik dan cepat oleh masyarakat. Hal ini terkait juga 

dengan penerimaan dan sosialisasi keputusan, peraturan dan kebijakan pemerintah 

yang berkaitan dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. 

Untuk permasalahan yang berkaitan dengan pedagang kaki lima tentunya 

sangat dibutuhkan partisipasi ~masyarakat karena pemasalahan pedagang kaki lima 

khususnya penetapan lokasi atau tempat dan izin usaha bagi pedagang kaki lima. 

Dalam rangka tersebut pemerintah perlu adanya suatu perbuatan aktif yang 

dipandang untuk mengumpulkan data-data dari masyarakat sebagai suatu partisipasi 

masyarakat. Untuk Pemerintah Kota Surabaya sendiri pemah membuat tim-tim kerja 

yang ditugaskan untuk rnengadakan penelitian dan terjun langsung ke dalam 

masyarakat antara lain : 

l . Tim Penelitian dan Pendataan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Daerah 

Tingkat II Surabaya ( Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II 

Surabaya Nornor 129 Tahun 1986 ) 
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2. Tim Pembenahan dan Pernbinaan Pedagang Kaki Lima Kotamadya Daerah 

Tingkat II Surabaya ( Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II 

Surabaya Nomor 135 Tahun 1988, Nomor 168 Tahun 1989, Nomor 147 

Tahun 1990) 

Dengan adanya tim-tim kerja tersebut, Walikota yang mempunya1 

kewenangan untuk mengatur tempat/lokasi dan izin usaha bagi pedagang kaki lima 

dapat mengambil keputusan berhubungan dengan hal tersebut sesuai dengan 

kenyataan dan kebutuhan yang ada di lapangan atau masyarakat. Adanya partisipasi 

masyarakat dalam mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pejabat tata 

usaha negara sejauh hanya mengajukan permohonan dan pertimbangan yang 

diberikan/disampaikan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kepala Daerah 

atau Walikota yang kemudian dipertimbangkan baik diterimanya maupun ditolaknya 

permohonan tersebut, serta tidak berwenang untuk mengadakan sanksi-sanksi 

administratif secara sepihak meskipun terjadi pelanggaran terhadap pedagang kaki 

lima. Dengan kata lain, pejabat tata usaha bebas untuk memutuskan tentang 

pengaturan maupun sanksi-sanksi bagi pedagang kaki lima dan masyarakat 

diharapkan memberikan saran dan peran serta dalam rangka mempengaruhi dan 

sosialisasi agar keputusan yang dikeluarkan sesuai dengan keadaan di dalam 

masyarakat. 



BAB III 
UPAYA HUKUM ATAS PENEGAKAN 

TERHADAP 
PEDAGANG KAKI LIMA 



BABUI 

UP A Y A HUKUM ATAS PENEGAKAN TERHADAP 
PEDAGANG KAKI LIMA 

Pemerintah daerah sebagai pihak yang mengatur dan rnenegakkan yang 

berada dalam wilayah pemerintahannya sesuai dengn peraturan perundang-undangan 

yang memberikan wewenang kepadanya. Narnun, tidak semua tindakan pemerintah 

daerah mendapatkan reaksi yang positif, baik dari pihak yang terkena secara langsung 

ataupun tidak langsung dampaknya terasa buruk oleh rnasyarakat sehingga teijadinya 

kerugian hak dan materiil. Maka dari itu, untuk menghindari ketugian dari tindakan-

tindakan pemerintah dalarn mengantur dan rnenegakkan peraturan perundang-

undangan, perlu adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang selain daripada 

pemerintah yang terkena dampaknya, yakni masyarakat atau rakyat. 

Dalam rangka memberikan sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang 

terkena dampak/akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau 

kebijakan pemerintahan, ada dua sarana inelakukan perlindungan hukum yaitu 

dengan sarana perlindungan preventif dan saran represif. Sarana perhndungan hukum 

secara preventif, adalah sarana yang diberikan dan dilaksanakan sebelum terjadinya 

atau dalam tahapan rencana/persiapan pelaksanaan kebijakanltindakan yang akan 

diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun salah satu cara yang umum dan 

banyak dilakukan sarana perlindungan hukum secara preventif oleh 
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masyarakat/rakyat yaitu keberatan (inspraak). Sarana perlindungan hukum secara 

represif, adalah sarana yang diberikan dan dilaksanakan sesudah terjadi dan terkena 

dampak dari tindakan atau kebijakan pemerintah tersebut oleh masyarakat/rakyat. Di 

Indonesia sendiri lebih banyak mengatur cara-cara yang memakai saran perlindungan 

hukum secara represif, karena saran ini dipandang ampuh dan menuju pada kepastian 

hukum dan yang lebih tinggi atau yang mempunyai kewenangan untuk 

menilai/menghakimi tindakan pemerintah yang _bersangkutan. Adapun sarana-sarana 

perlir.dungan hukum bagi rakyat secara represif telah diatur dalam Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1986, baik itu memakai cara upaya administrasi maupun memakai 

cara pengajuan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara sebagai pengadilan 

tingkat pertama. 

Khususnya untuk saran perlindungan represif, pada negara-negara yang 

memakai "common law system" memakai satu jalur pengadilan saja yaitu peradilan 

umum, dan pada negara-negara yang memakai "civil law system" memakai dua jalur 

pengadilan yaitu peradilan umwn dan peradilan administrasi (peradilan tata usaha 

negara). 

1. Aspek Hukum Perdata 

Dalam rangka pengaturan bagi pedagang kaki lima yang berk:aita dengan 

aspek-aspek hukum perdata dalam hal kepentingan-kepentingan privar yang perlu 

adanya perlindungan hukum dari tindakan dan kebijakan pemerintah. Aturan yang 
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berkaitan dengan hal penertiban pedagang kaki lima ialah terdapat pada pasal 1365 

BW yang menyarakan : "Tiap perbuatan melanggar huku, yang melakukan kerugian 

kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian 

itu, mengganti kerugian tersebut". Dari pasal 1365 BW tersebut, mempunyai elemen 

sebagai berikut : 

(1). Perbuatan itu harus melanggar hukum (onrechtmatig); 

(2). Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian; 

(3). Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan; 

( 4 ). Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus adanya hubungan kausal. 1 

Salah satu saja unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat 

dikatakan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum. 

Sebelum tahun 1919, Mahkamah Agung Belanda (Hoog Raad) merumuskan 

perbuatan melanggar hukum itu sebagai "suatu perbuatan yang melanggar hak orang 

lain ataujika orang berbuat bertentangan dengan hukumnya sendiri" . Dalam rumusan 

dari Mahkamah Agung Belanda tersebut yang menjadi pedoman pertimbangan hak 

dan kewajiban berdasarkan undang-undang (wet). Dengan kata lain, perbuatan itu 

harus melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya 

sendiri yang diberikan oleh undang-undang. Pada waktu itu penafsiran yang 

berkembang melanggar hukum ( onrechtmatig) sa.ma atau diidentikkan dengan 

1 Muhammad Abdulkadir, Hukum Perdata lndonesia, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, 
h. 252 
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me]anggar undang-undang (onrechtmatig). Hal ini menyempitkan pengertian hukwn 

yang pengertiannya sendiri lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. Pada 

putusan 31 J anuari 1919, memberikan penafsiran yang lebih luas tentang perbuatan 

melanggar hukum, yaitu : 

"berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan 
dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri atau bertentangan 
dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dan lalu lintas 
masyarakat, terhadap diri atau barang-barang orang lain"2 

Dalam rumusan di atas, temyata unsur kesusilaan telah dimasukkan ke dalam 

lapangan hukum, sehingga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau 

kesopanan dapat JUga diberantas dengan jalan hukwn berdasarkan perbuatan 

melanggar hukum. 

Kerugian dapat bersifat baik kerugian material ataupun kerugian immaterial. 

Ukuran yang dipakai dalam mengukur kerugian maupun ganti kerugian adalah uang 

kesalahan dalam pengertian hukum perdata, mengandung semua tingkat atau proses 

dari kesalahan dalam arti "sengaja" sampai pada kesalahan dalam arti "tidak sengaja" 

(lalai). Seseorang itu dikatakan bersalah dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan 

atau tidak melakukan suatu perbuatan yang khususnya dihindarkan. Karena adanya 

suatu perbuatan, serta perbuatan tersebut adalah suatu kesalahan dan menimbulkan 

kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada 

perbuatan, maka tidak ada akibat kerugian. Adanya hubungan karena adanya suatu 

2 Ibid, h. 255 
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perbuatan dengan alGbat perbuatan yaitu kerugian sehjngga adanya suatu hubungan 

kausal antara dua hal tersebut. 

Dari penjelasan tersebut di atas, pasal 1365 BW tersebut dapat menjadi pasal 

yang diambil dalam rangka perbuatan pemerintah atau penguasa dalam 

melaksanakan peraturan daerah baik dalam tindakan langsung dengan masyarakat 

berupa penelitian atau tindakan pemerintah lainnya, secara fisi k atau tindakan 

pemerintah yang berupa dikeluarkannya suatu kebijakan atau peraturan!keputusan 

pemerintah yang bersifat umum dalam rangka kesemuanya itu merupakan tindakan 

sewenang-wenang dari pemerintah. 

Tindakan penertiban yang terjadi di lapangan dapat saja memungkinkan di 

luar prosedur yang telah diatur sebelumnya. Dengan dilakukannya penertiban oleh 

aparat pemerintah kota akan dapat terjadi kontak fisik · maupun tindakan-tindakan 

yang menghancurkan atau memusnahkan barang-barang yang menjadi fasilitas 

dagangannya maupun barang yang diperdagangkan. Tindakan penertiban pada 

dasarnya hanya suatu tindakan yang mengakhiri suatu perbuatan melanggar aturan 

dan bukan melakukan tindakan yang menghancurkan atau memusnahkan serungga 

pedagang kaki lima tersebut mengalami kerugian secara material dengan hancur atau 

musnahnya dan bahkan tersitanya barang dagangannya atau fasilitas yang mendukung 

hal tersebut. 

Di satu sisi juga keputusan oleh pejabat tata usaha negara dalam hal ini 

Pemerintah Kota Surabaya yang bukan merupakan keputusan tata usaha negara 
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karena sifat-sifatnya yang tidak tennasuk syarat keputusan tata usaha negara terutama 

keputusan tersebut bersifat umum dan tidak final. Tentunya dengan kehadiran 

pedagang kaki lima yang lokasinya telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya 

mernbawa kerugian. Kerugian tersebut dapat berupa gangguan yang diakibatkan oleh 

pedagang kaki hma, diantaranya keributan, resiko kemacetan jalan, kebersihan yang 

kurang terjaga dan merogurangi keindahan sepanjang fasilitas umum dengan 

kehadirannya dengan pedagang kaki hma. Kerugian-kerugian tersebut adalah akibat 

dari dikeluarkannya keputusan pemerintah kota sehingga menjadi tanggung jawab 

pemerintah kota dalam mengatasinya. 

Untuk menetapkan suatu daerah tersebut menjadi lokasi usaha bagi pedagang 

kaki lima diperlukannya adanya suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah yang 

tertuang dan masuk dalam susunan struktur hierarkis peraturan perundang-undangan 

di Indonesia khususnya pada daerah tersebut. Sebagaimana yang telah 

dibicarakan pada sebelumnya bahwa pengaturan lokasi/tempat usaha menurut pasal 2 

ayat ( 3 ) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor I 0 Tahun 

1987 rnemberikan kewenangan untuk menetapkan tempat/lokasi dari fasilitas umum 

yang dapat digunakan sebagai tempat usaha pedagang kakj lima. 

Peraturan perundang-undangan yang menuangkan penetapan lokasi/tempat 

usaha pedagang kaki lima merupakan penetapan yang pengaturannya bersifat umum, 

sehingga pasal 2 huruf ( b ) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menolak peraturan 

yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara tersebut ( dalam hal ini Walikota ) 
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untuk diterirna menjadi kasus yang ditangani dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha 

Negara. Penetapan lokasi atau tempat usaha tidaklah m~menuhi elemen yang 

dijelaskan sebagairnana di atas karena tidak bersifat individual melainkan bersifat 

umurn untuk setiap pedagang kaki lima yang ingin melakukan dan sedang rnelakukan 

kegiatan usahanya ditempat yang bersangkutan. 

Sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang bukan rnerupakan 

keputusan tata usaha negara ( KTUN ), dikarenakan suatu tindakan pemerintah yang 

bersifat umum, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan rnengajukan 

gugatan kepada Peradilan Urnum dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya sebagai 

badan peradilan pada tingkat pertama dalam kasus gugatan perdata dengan menunjuk 

pada pasal 1365 BW. Hal ini dikarenakan adalah suatu tindakan sewenang-wenang 

dari pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan dan kebijakan sebagai suatu 

perbuatan pemerintah yang dapat merugikan pihak-pihak yang dirugikan akjbat 

dikeluarkannya peraturan tentang lokasi usaha tersebut. Dalam hal ini, pihak yang 

rnerasa dirugikan dengan pengaturan lokasi pedagang kaki lima tidak hanya dari segi 

strategisnya lokasi usaha untuk bidang usaha yang ditawarkan pada rnasyarakat, 

maupun dari pihak masyarakat sendiri yang juga menjaga ketertiban, kebersihan dan 

keamanan wilayah tempat tinggalnya ataupun yang menjadikan aktifitas umum 

terganggu. 

Penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalarn mengatur dan 

menertibkan keberadaan pedagang kaki lima yang dinnai sudah mengganggu dan 
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meresahkan masyarakat kota Surabaya. Tindakan ini didasari atas pasal 2 ayat ( 1 ) 

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987, 

dimana aturan 1arangan bagi pedagang kaki lima kecuali jika pedagang kaki lima 

yang bersangkutan telah mendapatkan izin yang dikeluarkan oleh Walikota atau 

Pejabat yang ditunjuk ( menurut pasal 3 ayat ( 1 ) Keputusan Walikotamadya Kepala 

Daeral-. Tingkat II Surabaya Nomor 107 Tahun 1989 wewenang tersebut dimandatkan 

Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Kota Surabaya ). Pedagang kaki lima 

yang tidak memiliki izin dan tidak menempati lokasi yang diatur telah melakukan 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan tindakan 

tegas yang menjadi permasalahan publik selama ini. Penertiban sebagai suatu bentuk 

paksaan pemerintah ( bestuursdwang ) tentunya membawa dampak pro dan kontra 

yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaannya, bahkan terjadi konflik fisik 

Seperti telah dijelaskan dalam sub bab Il.2.1, suatu penertiban terhadap 

pedagang kaki lima merupakan salah satu sanksi dari macam-macam sanksi 

adrninistrasi yang tennasuk dalam paksaan pemerintah ( bestuursdwang ). 

Pelaksanaan penertiban yang merupakan pelaksanaan dari pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan 

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 menjadi 

kewenangan Walikota Surabaya dalam mengatur dan memerintahkan adanya suatu 

penertiban tersebut. Adanya suatu penertiban bagi pedagang kaki lima tentunya 

mempunyai suatu ketetapan tertulis berupa instruksi Walikota Surabaya untuk 

mengadakan penertiban pada daerah-daerah yang dirasakan meresahkan masyarkat 
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kota Surabaya akan kehadiran pedagang kaki lima melalui aparat pemerintah kota 

dalam hal ini yang diturunkan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Instruksi tersebut jika 

ditelaah dan dibandingkan dengan syarat-syarat keputusan tersebut tennasuk dalam 

keputusan tata usaha negara ( KTUN ) yang tercantum dalam pasal 1 ayat ( 3 ) 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dimana lnstruksi Walikota tentang penertiban 

bagi pedagang kaki lima pada daerah-daerah tertentu bersifat umum (bukan 

individual ) karena dalam penetapan tersebut tidak tercantum nama individu yang 

terkena penertiban tersebut, melainkan hanya mencantumkan daerah-daerah/wilayah­

wilayah di kota Surabaya yang terkena penertiban dari aparat pemerintah kota. 

Apabila ada pihak terutama pedagang kaki lima yang merasa dirugikan dengan 

adanya instruksi dari Walikota tersebut, maka gugatan atas dikeluarkannya instruksi 

tersebut diajukan kepada Peradilan Umum ( Pengadilan Negeri·-·) dengan menggugat 

pihak yang membuat instruksi tersebut dalam hal ini Walikota. 

Tindakan pemerintah dalam penertiban pedagang kaki lima yang berupa 

tindakan-tindakan represif berupa pembongkaran, penyitaan mi1ik pedagang kaki 

lima dapat merugikan pedagang kaki lima secara pribadi. Kerugian tersebut 

dikarenakan bahwa barang pribadi tersebut milik pedagang yang bersangkutan 

dengan mempunyai nilai materiil tersebut dari pihak pedagang kaki lima. Sebagai 

pihak yang telah dirugikan, pedagang kak:i lima dapat menggugat tindakan 

pemerintah kota Surabaya dalam hal ini menginstruksikan diadakannya penertiban 

pedagang kaki lima ( oleh Walikota Surabaya ), karena tindakan yang sewenang-
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wenang sehingga merugikan pedagang kaki lima seperti halnya pada sub bab III.2.2, 

pedagang kaki dapat menggugat pemerintah Kota Surabaya terhadap perbuatan 

melanggar hukum dan membawa kerugian sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 

1365 BW. Gugatan tersebut yang bersifat perdata diberikan kepada Peradilan Umum 

( pada tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya ) sebagai badan peradilan 

yang mempunyat wewenang untuk mengadili kasus tersebut dengan menggungat 

Walikota Surabaya sebagai pejabat tata usaha negara yang menginstruksikan 

diadakannya penertiban tersebut dan kepada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai 

badan yang melaksanakan penertiban tersebut di lapangan. 

2. Aspek Hukum Administrasi 

Pengaturan pedagang kaki lima sangat erat kaitannya dengan aspek-aspek 

hukum administrasi . Pengaturan bagi pedagang kaki lima menjadi kewenangan bagi 

pemerintah kota dalam hal ini Walikota dengan memakai cara atau prosedur 

perizinan untuk mengendalikan pertumbuhan kuantitas dan pemerataan kaki lima 

sesuai dengan ketersediaan lokasi dan ruang yang diperuntukkan dan layak di kota 

Surabaya. Izin usaha yang dikeluarkan haruslah sesuai dengan lokasi yang telah 

ditetapkan sebelunmya melalui keputusan Walikota, yang telah terlebih dahulu 

diadakan suatu penelitian oleh tim yang ditunjuk oleh Walikota. 

Langkah awal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya merupakan 

penetapan lokasi atau tempat usaha pedagang kaki lima melalui keputusan Walikota 
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untuk menetapkan lokasi-lokasi atau tempat-tempat usaha bagi pedagang kaki lima, 

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka meneliti dart mengumpulkan opini dan data 

dari masyarakat dan keadaan nyata yang ada di dalam masyarakat di wilayah kota 

Surabaya. Keputusan Walikota yang dimaksud bukanlah suatu yang final dan 

individual. Keputusan akhir yang menentukan bahwa seorang pedagang kaki lima. 

Keputusan Walikota mengenai lokasi atau tempat usaha bagi pedagang kaki lima 

tidak menunjukkan kepada individu atau orang tertentu, melainkan bersifat 

pengaturan secara umum bagi setiap pedagang kaki lima yang memohon izin usaha 

pedagang kaki lima, izin usaha dapat dikeluarkan apabila lokasi/tempat yang 

dimohonkan termasuk dalam Iokasi/tempat usaha pedagang kaki lima yang telah 

ditetapkan sebelumnya oleh Walikota. 

Seperti telah dijelaskan dalam bab I, izin merupakan salah satu keputusan tata 

usaha negara yang dipakai pemerintah untuk mengendalikan kuantitas pedagang kaki 

lima. Dengan dikeluarkannya izin adalah suatu kebijakan dan kewenangan dari 

pemerintah, namun juga melihat asas-asas pemerintahan yang baik sehingga setiap 

orang yang mengajukan izin diberlakukan sama. Pengaj uan izin oleh pedagang kaki 

lima haruslah dengan cepat dan mudah diproses oleh pemerintah kota dalam jangka 

waktu 4 ( eri"pat ) bulan sesuai dengan pasal 3 ayat ( 3 ) Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1986, dan apabila terjadi keputusan penolakan, pedagang kaki lima yang 

mengajukan izin tersebut ( baik berdasarkan Undang-undang maupun secara 

langsung ada keputusan yang nyata) dapat mengajukan upaya hukum. 
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Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab I dan II yang menjelaskan bahwa 

izin usaha bagi pedagang kaki lima sesuai dengan elemen-elemen yang terdapat pada 

izin tersebut dibandingkan dengan pasal 1 ayat ( 3 ) Undang-undang Nomor 6 Tahun 

1986 termasuk salah satu izin yang masuk salah satu bentuk dari sebuah keputusan 

tata usaha negara ( KTUN ). Sejak tahun 1986 dengan diundangkannya Undang­

undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peraciian Tata Usaha Negara sebagai per::tdilan 

yang mempunyai kewenangan untuk mengadili kasus-kasus yang berkenaan dengan 

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara ( KTUN) oleh pejabat tata usaha negara 

yang sesuai dengan pasal 1 ayat ( 3 ) Undang-undang tersebut. 

Pengajuan kasus yang berkenaan dengan izin usaha dilakukan oleh pedagang 

kaki lima sebagai penggugat dalam upaya hukurn dimana pemerintah sebagai pihak 

yang berwenang mengeluarkan izin usaha tersebut temyata tidak mengeluarkan izin 

usaha tersebut. Meskipun dalam peraturan daerah tidaklah dinyatakan jangka waktu 

yang menjadi jangka waktu maksirnan dikeluarkannya suatu izin usaha, maka kita 

dapat melihat aturan urnum yang terdapat pada pasal 3 ayat ( 3 ) Undang-undang 

Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa jangka waktu yang diberikan 

selama 4 ( empat ) bulan sejak diterimanya pennohonan usaha. Keputusan tata usaha 

negara tersebut berupa penolakan terhadap permohonan, dengan demikian keputusan 

tata usaha negara tentang penolakan pennohonan izin usaha tersebut jika bagi 

pemohon semua persyaratan dan aturan yang ada dilaksanakan. Maka dari itu, 

pemohou dalam hal ini pedagang kaki lima dapat mengajukan gugatan atas keputusan 
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tata usaha negara yang dike] uarkan atas pennohonan izin usaha kepa Kepala Bagian 

pada Sekretariat Kota Surabaya sebagai pejabat yang diberikan wewenang sesuai 

dengan pasal 3 ayat ( 1 ) Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II 

Surabaya Nomor 171 Tahun 1989, serta kepada Walikota Surabaya sebagai pejabat 

yang mempunyai wewenang secara atribusi oleh pasal 2 Peraturan Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 T~!lun 1987. 

Di lain pihak, pihak lain dapat menggugat melalui prosedur Peradilan Tata 

Usaha Negara dalam hal ini adalah warga masyarakat yang merasa keberatan atas 

dikeluarkannya izin usaha tersebut oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan izin 

tersebut dalam hal ini Walikota. Pengajuan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha 

Negara dilakukan karena telah disahkan atau dikeluarkannya KTUN tentang izin 

tersebut. Dalam hal ini, pedagang kaki lima sebagai pihak yang telah mendapatkan 

izin usaha tersebut demi kepentingannya mempertahankan izin usaha yang telah 

didapatkannya dari Pemerintah Kota Surabaya. Pedagang kaki lima dapat 

mengajukan diri ikut serta sebagai pihak intervenien yang membela pemerintah 

daerah kota Surabaya sebagai tergugat di dalam sidang Pengadilan Tata Usaha 

Negara. 

Seperti telah dibahas pada sub bab 1.13, melalui peran serta masyarakat juga 

izin yang telah dikeluarkan dapat dicabut apabila pedagang kaki lima telah tennasuka 

di dalam yang telah disyaratkan dalam pasal 4 ayat ( 3 ) Keputusan Walikotamadya 

Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 171 Tahun 1989. Pedagang kaki lima 
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dalam lokasi usaha pedagang kaki lima, apabila mengganggu ketertiban, kebersihan 

dan keamanan wilayah tersebut melalui peran serta masyarakat, izin pedagang kaki 

lima tersebut dapat dicabut oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pejabat penerbit 

izin yaitu Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Kota Surabaya. 



BABIV 
PENUTUP 



1. KESIMPULAN 

BABIV 

PENUTUP 

a. Atas adanya suatu pelanggaran terhadap peraturan daerah terutama yang 

menangani masalah pedagang kaki lima, ada sanksi-sanksi dalam hukum 

administrasi bersifat khas yang antara lain : bestuurdwang (paksaan 

pemerintah), penarikan kembali keputusan/ketetapan yang menguntungkan, 

pengenaan denda administrasi, pengenaan uang paksa oleh pemerintah 

(dwangsom). Cara yang dipakai dalam rangka penertiban bagi pedagang kaki 

lima merupakan tindakan paksaan pemerintah ( bestuurdwang ) sebagai 

tindakan yang nyata dari penguasa ( Pemerintah Kota Surabaya ) guna 

mengakhiri keadaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, 

terutama dalam melaksanakan pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah Kotamadya 

Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 yang kewenangan oleh Walikota 

melalui perangkat pemerintahan dalam pelaksanaannya. Penertiban yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya sendiri sebagai perangkat yang 

mengatur pelaksanaan pengaturan usaha pcdagang kaki lima dan atas saran dari 

masyarakat ( inspraak ) sebagai pihak yang merasakan langsung akibat aJanya 

suatu pedagang kaki lima yang ditujukan kepada Pemerintahg Kota. Dalam 
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pelaksanaan penegakan hukwn dari tiap-tiap pihak selain Pemerintah Kota atas 

perbuatan dan kebijakan Pemerintah Kota 

b. Upaya dalam rangka keputusan!ketapan pemerintah tentang pengaturan lokasi 

usaha bagi pedagang kaki lima bukanlah merupakan suatu keputusan tata usaha 

negara ( KTUN ), sehingga pihak masyarakat dapat menggugat 

keputusan/ketetapan ini melalui Peradilan Umum dengan mengacu pada pasal 

1365 sebagai alasan menggugat. Di dalam penertiban bagi pedagang kaki lima 

dalam suatu daerah/wilayah di kota Surabaya, perlu adanya suatu penetapan 

tertulis dari pejabat yang berwenang berupa Jnstruksi Walikota untuk 

mengadakan penertiban pada suatu daerah tersebut. Bagi pihak yang dirugikan 

atas dikeluarkannya penetapan tersebut, karena sifatnya yang umum dan tidak 

menunjuk pada suatu orang atau badan hukum tertentu maka dapat mengajukan 

gugatan kepada Peradilan Umum ( Pengadilan Negeri ). Atas pelaksanaan 

penertiban terhadap pedagang kaki lima yang terjadi di lapangan dan realita 

tentunya akan terjadi suatu pelanggaran atau pelaksanaan penertiban tersebut 

melalui Peradilan Umum yang mengacu pada pasal 1365 BW sebagai alas an 

menggugat. Dalam rangka pengendalian kuantitas pedagang kaki lima, 

Pemerintah Kota memakai prosedur izin yang merupakan salah satu KTUN 

sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai tempat 

upaya hukum masyarakat dan pedagang kaki lima atas tindakan pemerintah 

kota. 
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2. SARAN 

a. Perlu diadakannya peninjauan dan pemantauan kembali atas penetapan lokasi 

usaha bagi pedagang kaki lima yang lebih strategis untuk berjualan dan 

keefektifan serta mendayagunakan saran dari masyarakat ( inspraak ) agar 

lokasi usaha tersebut berguna bagi semua pihak dan tidak merugikan bagi 

masyarakat setempat. Diupayakan perlu lebih banyak dan luasnya saran 

masyarakat yang diusahakan oleh Pemerintah Kota baik itu tim-tim kerja yang 

dibentuk sehingga mempengaruhi tepatnya lokasi usaha yang akan ditetapkan 

tersebut. Juga diperlukan adanya suatu sosialisasi tentang izin usaha tersebut 

haruslah diatur agar lebih mudah didapatkan bagi pedagang kaki lima yang saat 

ini sedang mengelola usaha tersebut 

b. Perlu adanya fungsi kontrol yang efektif dari Pemerintah Kota Surabaya 

terhadap aparat yang melaksanakan penertiban di lapangan, dimana pelaksanaan 

tersebut hanya melakukan suatu penertiban namun haruslah melihat hak-hak 

kepemilikan dan individu pedagang kaki lima. 
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Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah 

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 
Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 129 Tahun 
1986 Tentang Tim Penelitian dan Pendataan Pedagang Kaki Lima di Wilayah 
Daerah Tingkat II Surabaya 

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 135 Tahun 
1988 Tentang Tim Pembenahan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1989 
Tentang Pengaturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah 
Tingkat II Surabaya 

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 168 Tahun 
1989 Tentang Tim Pembenahan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 171 Tahun 
1989 Tentang Ketentuan Untuk Memperoleh Izin Usaha Pedagang Kaki Lima 
di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 147 Tahun 
1990 Tentang Tim Pembenahan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 



Keputusan Walii<:otamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 147 Tahun 
1990 Tentang Tim Pembenahan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 



LAMPIRAN . 



SALIN!u"l' 

PERA Tti'RAN' DAERAH KOTAMADY A DAERAH TINGKA T II 
SURABAYA 

NOMOR 10 TAh'UN' 1987 
TEt·HANG 

LANiPIRAN I 

PEi"~GA T'"u'R.Ai~ TElviP AT USAHA DAl'~ PE~vffil1~AM~ PEDAGA!"~G KAKI LllvfA DI KOT Atv1ADY A 
DAERAH TmGKAT II SlJRABAYA 

fvffii'~llvffiAl~G : 

DENG!u"l' RACHMAT TUH!u"l' YANG MARA ESA 
WALIKOTA!v1ADYAKEPALADAERAHTmGKATIISURABAYA 

a. Bahw-a di Kotarnady-a Daerah Tingkat II Surabay-a terdapat sebagian masyaralait mengadakan 
kegiatat11isaha y-ang lazim disebut pedagr<tng k:aki lima sebag-<ti akibat dari pertumbuhan kegiatan 
usaha khususnya bagi golongan masyarakat ekonomi lemah atau rendah dan merupakau lapang-an 
kelja yang perlu mendapatkan pengaturdll dan pembinaan dari Pemerintah Daerah. 

b. Bahw-a dalam upay-a untuk retap dapat meneg-<tkkan ketentuan-ketentuaa peratll.f'"'cill pemndang­
undangan y<illg berlak-u antara lain tentang lingkwlg"""dll hid up, lalu lintas dan angk-utan jalau ray<i., 
ketertiban umulll., kebersihan umum serta ketentuan perpasardll dalam Wilayah Koiamady-a 
Daerah Tingle£ II Surnbaya dihubunglr.a.'1 dengan kenyataan yang berkembang dalam 
masylll.--akatdipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pengaturan dan pembinaan 
tempat nsaha dan kegiatan pedagang kaki lima, deng-dfi menuangkannya dalam suatu Peraturau 
Daerah Kotam.ady-a Daerah Tingkat II Surabaya kliU::>usn:r-a :rwg meuy-dfigkut pedagrcillg kaki lima. 

tv1Et~Glt~GAT : 
l . U ndang-undang Nomor 5 Tahun 197 4 ten tang Pokok -Pokok Pemerintahan di Daerah; 
2. Undang-undaug Nomor 1G Tahun 19.50 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam 

Ungkungan Propinsi Ja\.v<i Tinmr/Ja\v<i Tengah/Jaw-a Barat dan Daerah lsti.rnew-a Yogy<ikarta 
juncto Undang-undang Nomor 2 Taliun 196.5; · 

3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 19.57 tentang Peraturcill Urnum Retrcbusi Daerah Juncto 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961; 

4. Undang-undang t~onior 3 Tahllil 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya beserta 
peraturan-peraturan pelaksanruumy-a; 

5. Undang-undang t.Jon1or 4 Tahun 1982 tentang Ketentuait-ketentuan Pokok Pengelolaan 
Lingk.-ungrdll Hidup; 

6. Peratll.f'"'cill Daerah Kota Besar Surabay-a Nornor 6 Tahun 19.5.5 teutang Ketertiban Urnuru; 
7. Peraturnn Daerah Kota Besar Surabaya t~omor 24 Tallun 195.5 tentang Penlakaian sen1entara 

jalan, pertamanan. lapang-<1ll dan lain-lain terupat umurn dalam Kota Besar Surabaya; 
8. Peraturan Daerah Kotamady-a Daerah Tingkat II Surabay-a Nomor 4 Tahun 1978 tentang Master 

Plan Surabay-a 2000; 
9. Peraturan Daerah Kotamad:r-a Daerah Tingkat II Surabay-a Nornor 6 TCil'lun 1986 tentang 

Perpasaran dan pusat perbelanjaan dalam Kotamady-a Daerah Tingkat II Surabaya; 
10. Peraturan Daerah Kotamady-a Daerah Tingkat II Surabay-a Nomor 6 Tahun 1986 tentang 

Penyelenggardall Kebersihan Dalam Kotamad:y-a Daerah Tingkat II Surabaya 

Dengan persetujuan Dew-an Pem-akilan Raky-at Daerah Kotamad:y-a Daerah II Surabay-a 

MEMu'TUSKM.J" 
tv1E1.JETAPKAL~: PERATL'R.Ai.J DAERAH KOT/u\t1ADYA DAERAH Tll~GKAT II StJR.ABAYA 

TE:t~'TANG PENGATL'R.Ai.J" TEMP AT USAHA D!u"l' PEMBINA!u"l' PEDAGANG 
KAKI LIMA DI KOT A!vfADY A DAERAH TmGKAT II SURABAYA 



BABI 
KETE~'TUAN' lJMUM 

Pasall 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dirrLlib-ud dengan : 
a. Perncrintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamad-ya Daer,Jl Tingkat II Surabaya; 
b. De\van, ialah Dcw<ill Perw-akilau Rak.-yat Daerr.ill Kotamadya Daerah Tingkat II Sw-abaya; 
c. Pasar, ialah Pasar-pasar yang telah ditetapkan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya; 
d. Kepala Daer.tl1, Walikotamadya Kepala Daenu'l Tingkat II Surabaya; 
e. Pedagaug kaki lima, ialah mereka y<illg rnelalml..-an kegiatan dagang per:;eorang-dll dan dalam 

menjalan.kan usahanya menggunakan ternpat atau fasilitas umum sebagai .tempat kegiatannya 

BABII 
PENGATURAN TEMP AT USAHA 

Pasal 2 
(1). Untuk meujaga kebersihan, kenuman, keteutranum dan k.cbersilum da1alll Koilimadya Daerah 

Tingkat II Surabaya, dilarrdf!g menggunakan fasilitas umum atau tempat-tempat sehagai kegiatan 
usaha pedagang kaki lima, tanpa izin Kepala Iiaerah atau Pejabat yang ditunjuk; 

(2). lzin sebagaimana pacta ayat (1) pasal ini, hanya diberikan untuk menggunakan tempat-tempat 
atau fusilitas umum )""dllg telah ditetapkan oleh Kepala Daerah; 

(3). Kepala Daerali dalam menetapkan tempat-tempat atau fasilitas umum dan atau bagian.nya seperti 
ter~but pacta ayat (2) pasal ini mei.upe1Limbangkan kepentingan sosial, ekonorui, kete1Liban dan 
kebersihan lingk.ungan di sekitamya serta keadaarr pasar. 

Pasal3 
( 1). Setiap pedagang kaki lima yang telal1 mendapat iziu menggunakau tempat dimabud ilalam pasal 

2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daer.ill ini, harus bertanggungjawab terhadap ketef"Liban, keamanau, 
kebersihan dan menjaga kesehatan lingk.unt;an serta keindalum di sekitar tempat kegiatan 
usalumya; 

{2). Kepala Daerah menetapkaulebih largut pengaturan dan persyaratan sebagaimana dimabud ayat 
(1) pasal ini. 

BAB III 

Pasal4 
(1). Untuk keperdingan pengembangan usaha pedag-dllg kaki lima Kepala Daerall berlcewajiban 

membedkan pembinaan bempa bimbingan dan penyululian; 
(2). Tata earn pembinaan dimaksud pacta ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah 

BABIV 

Pasa1.5 
(1). Setiap pedagang kaki lima yang ingin mendapatkat1. izin ter:;ebut dalan1 pasal2 Peraturan Daerah 

ini l1ams menda.."'tarkan did dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan; 
(2). Pct:.yaratan dan tata earn pendat"'tarrdll serta pemberian izin dimaksud pacta ayat (1) pasal irLi diatur 

oleh Kepa]a Daerah; · 
{3 ). lzin dimaksud dalam pasal 5 Peraturau Daerall ini, tidak boleh dipindahtangankan kepada 

siapapun dan dalam lx.ntuk "papmi., te!Ttpat persetujuan dari Kepala Daerall atau Pejabat yang 
ditunjuk. 

( 4 ). lzin yang telah diberikan dapat dicabut, jika: 
a. Pemeg-dllg izin melangg--c1f syar-<11: }<illg tercantum dalam surat izin; 
b. Tempat atau fasilitas umum ter::.ebut tidak · lagi dinyatakan sebagai tempat yang diizink«m 

bagi kegiatan pedag-dllg kaki lima; 



c. Pemegang izin metanggar ketentuan-ketentuan peraturan pemndaug-uudangan. yang 
berlaku; 

(5). Atas pencabutan izin tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diberikan ganti rugi. 

P'"ctSal6 
( t ). Dah1m surat izin ditetapk:an syarat -syarat yang hams dipeduk:an oleh pemeg-dllg izin; 
(2). lzin dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlak11 untukjang'tGi w-ak.Tu paling lama 6 (enam) bulan dan 

secara teg-aS disebutk:an dalam s-urat izin. 

BAB 'V 
KETEt~r0At~ RETRIBUSI 

Pasal7 
Setiap pedagang k:aki lima yang telah memperoleh iziu menggunakan tempat sebagaima.na dimaksud 
dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan retribu.si uang leges sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Daerah yang bertaku untuk itu. 

TT I""':'""rT":'"L~lA'l..Tn~A"LTA. 
~1.C.l~1U.M..l~ rLU.t\.l~£1. 

Pasal8 
Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah in.i d.iancam dengd.ll pidana bempa hukuman 
kurungan selama-lanmnya 6(enam) bul.amian denda set.inggi-tingginya Rp. 50 (lima puluh rupiah). 

BAB 'v'II 
P'"a5al9 

(1). Selain oleh pejabat penyidik umuill, penyid.ik:an atas tindak pidana sebagaimana d.iteutHlran pada 
pasal 8 Peraturiill Daerah ini d.ilakuk:an oleh Pejabat Penyidik Pegawa.i Negeri Sipil d.i lingkungan 
Pemeriniah Daerah yang peugan.gkatannya d.itetapkan. berdasarkan perat"uran pemudang­
undangan yang berlak11; 

(2). Dal.a.m. melak•1k<m tli!;;<tS penyidik:an, penyidik seba!;;a.iniana d.irl.lak.:;-ud pada ayat (1) pasal ini, 
berwenang : 
a. Menerinm laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pida.na; 
b. Melak.uk:an tindak:an pada saat d.i tempat kejad.ian dan melak"lllcall pemeriksaan; 
c. Menyumh berhenti tersangk:a dan menanyak:an tanda pengenal d.iri tersangk:a; 
d. Melak-ukan penyitaan benda atau s-urat; 
c. Mengambil sidik jari dan memotret se-soorang; 
f. Mema.n~ orang untuk d.idengar dan d.iperik:sa sebaga.i ter:sangk:a dan saksi; 
g. Mendatangkan orang ahli yang diperluk:an dalam hubung-dll dengan pemerilrsaan pe1hra, 

terdapat culmp bukti dan peristiwa ter:.cbut buk:an mempakan t.indak pidana. 
(3 ). Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindak:an tentang : 

a. Pemer:ik--saan tersangk:a; · 
b. Pe111a!>""Uk:an ruma.h; 
c. Penyitian benda; 
d. Pemer:ik:saan s-urat; 
e. Pemer:ik:saan saksi; 
f. Pemer:il..--saan di tempat kejad.iau dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri den!;;<tfl 

tembu.san kepada POLRI. 

BAB VIII 
KETENTUAl..J' PE1'-.'1JTUP 

PasallO 
Hal-lml yaug belum cukup d.iatur dal.am Peraturan Daerah ini separ~ang mengeuai pelaksartaan ak:an 
diatur lebih lar~ut oleh Kepala Daerah. 



Pasalll 
Deugau ditetaplairmya Peraturan Daerah ini, diuyatakan dicabut dan tidak berlak.-u lagi semua keterullan 
lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. 

Pasal 12 
Peraturan Daerah ini mulai berlak.-u pacta tangidl diundanglwn; Agar setiap orang mengetahuinya, 
mengundangkan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. 

Surabaya, 20 Mei 1987 
DE\VtU~ PERW~A£~ RAKYATDAERAH 

KOTNviADYA Tll~GKAT ll StrKABAYA 
W ALIKOTA KEP ALA DAERAH m.:-GK.AT ll 

SURABAYA 

Stauy Soebakir dr. Poernomo Kasidi 

PEi~jELASAi~ AT AS PERA T'"u'RM~ DAERAH KOT AlvfADY A DAERAH Tll~GKA T II 
SURABAYA 

~~Otv10R 10 T Ah"v'1"~ 19g7 

TEt~TAt~G 

PEL~GATURAl~ TElvfPAT USAHADAt~ PEtvffill~AA1~ PEDAGAt~G KAKl Lllv1A DI KOTNv1ADYA 
DAERA.H Tll"~GKAT II StrL'ABAYA 

f r"\r:'lt.JTr.'T AC"'A.li.TTniTn6 
J. . rCJ.~JCLrt.:>fil~ UJ.VJ.UJ.Vl 

Batm'a pedagang kaki lima dapat dilaitakau sebagai bagian yang tid.ak terpisahbn dari 
pcrtumbuhan dan perk:embangan Kota besar, di Kota Surabaya sendiri pedagang kaki liam tumbuh 
dengan pcsat sejalau dengau kemajuan pembangunan fisik daerah dan perkembangan Wilayah se1L.a 
pc1wmbalum jumlah pendudukan yang semaki.n besar. 

Oleh karena itu sudah se'\vajamya apabila Pemerintah memperhatikan keberadaan pedagang 
kaki lirna yang pacta umunmya bernsal daripada pedagang yang berekonomi lemah dan berpendapatan 
rendali dengru1 mabud agar usaha merek:a diterbiibn dalam F<tngka mewujudkan tata k.uta yang te1tib, 
bersih dan nyarnau. Di samping itu bagi pedagangkaki lima akan mendapatkau pembinaan yang layak 
sehingga mereka dapat meilgembangk:an dan meningkatk-an usahanya yang pacta akhim.ya diharapkan 
akau mampu menuujang perekonomian daerah dari sektor informal. 

Deugau diadaka.nnya pengatUFdfi bagi para pedagrdfig kaki lima ini tid.ak bera.tti Pemerintah 
Daerah membi.ar'l.Uill pedagang kaki lima akan terns tumbuh menjadi semakin besar dengrdfi mendirikan 
tempat-tempat usaha yang pemiancn, tctapi setelah ·mendapatk-an bimbingan dan binaan dalam rdfigka 
jangka wak1u tetteruu diharapkan usaha pedagrdfig kaki lima menjadi ruaju dan ber:;Cdia serta mampu 
untuk dipndah ke pasar-pasar atau toko-toko sesiai denganjenis baFdfig dagatlg""dlillya. Dengrdfi demikian 
meng'mgat tujuan pengaturan dan jangkauan sasarannya agar pada pedagrdllg kaki lima akan dapat 
menjalankan usaha formal, maka pengatw.-annya di dalan.1 PcratuFdfi Daerah ini dapat bersi..fat sementara. 

Dengrdfi demiki.an bahwa tempat-tempat yang dipergunakan sebagai tempat menjalank:an usaha 
pedagang kaki lima adalah tempat -tempat untuk kepentingan umum ydllg sudah mempunydi fllli~:;:.i 
tersendiri se:.uai dengan rencana tata kota seperti jalan, trotoar, teman, lapangrdll dan sebagaiPy-a, maka 
seyogyanya wak'tu untuk menjalank-an usaha pedagang k-ald lima dibatasi untuk jam-jam tertentu dan 
dalam keadaan fisik bangunan yang tid.ak permanen, ~hi.ngga jam-jam tettentu tersebut tempat-tempat 
pedagang sudah dalam kcadaan kosong, bcrsih, terJ.b dan sehat serta t<:ta.p m.::njaga k.cadaan lingk-ungan 
guna dapat berfungsi sesuai den~:;a11 fungsi aslinya men~t rencana Tata kota. Ada pun bagi tempat­
tempat Ul.ituk penjualan baFdfig-bli.l-ang dari. jenis yang tettentu (kembang, barang-barang antik dan 
sebagainya) dapat ditentukan persyaratan lain oleh Kepala Daerah dengan memperhatilain persyaratan­
pcrsyaratan yang ditentukan di dalam Peraturan Daerah ini. 



II. PENJELASAN P ASAL DEMI PASAL : 
Pasal l : cuk-up jclas 
Pasal 2 : cukup jelas 
Pasal 3 : keteutuan pada pasal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga ketertiban. kebersilian., kesehatan 
dan keindahan linglmngarL Oleh karen.a itu, maka penggun.aan tempat berdagang hams disyarntkan pula 
untuk j~ngka " 'ak-tu tertentu, bangunan tidak perm.anen atau bersi.fat menetap sel.-J.ngga dengrdll mudah 
digerakkan dan dibersilikan agar lingk-ungan kembaU dalam keadaan semula 
Pasal 4 : cuk-up jelas 
Pasal 5 dan 6 : cukup jelas 
Pasal 7 ayat ( 1) : cukup jelas 
ayat (2) : SQuai dengan ketentuan pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 y-ang 
menentuikan balm·a semua Retribusi Daernh harus diatur dengan Peraturnn Daernh 
Pasal 8 sanipai. dengan pasal. 12 : cuk-up jelas 



LA1Y1PIRAN II 

KEPUTUSAN 
\V ALIKOT AMADY A KEP ALA DAERAH TIN'GKA T II SURABAY A 

NOMOR 03 T AHUN 1989 
TENTANG 

PENGATlJRAN' TEMP AT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTAMADY A DAERAH 
TINGKA T II Su'RABAY A 

W ALIKOTAMADY A KEP ALA DAERAH TmGKAT II SURABAY A 

Menimbang : Balrwa dalam rangka pembinaan peda~ang kaki lima di Kotamadya Daerah Tingkat H 
Surabaya, maka dipandang perlu mengadak-an pengaturan tempat usaha/lokasi pedagang 
kaki lima dimak:.-ud dengan suatu Keputusan 

Mengingat : 
l. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemeriniahan di Daerah. 
2. Undang-undang Nomor 16 --Tahun 19.50 tentang Pembentukan Daerah Kota &sar dalam 

lingk--ungan Propin.si Jawa Timur/Ja-w-a Tengah/Jawa Barat dan Daerah Is'-Jmewa Yogyakarta jo. 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965; 

3. Peraturau Daerah Kotimadya Daerah Tingk:at II Surabay-a Nomor 10 Tahuu 1987 tentang 
Pengaturan Tcnipat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II 
Surabay-a; 

4. Keputusau Vt/alikotantadya Kepala DaernhTingkat Il Surabaya Non1ot 135 Tallun 1988 tentang 
Pembentukan Tin1 Pembenahan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kotamadya Daerah Tingkat 
II Surabay-a; 

.5 . Instruksi Walikotarnady-a Kepala Daerah Tingk:at II Surabay-a Nomor 16 Tahun 1988 tentang 
Pengaturan Tempat Usaha dan Pembirlalin Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat H 
Suraba:y-a; -

Menetapkan : KeputllSall Walikotamad:y-a Kepala Daerah Tingkat II Surabay-a tentang Pen~aturan 
Tempat Usaha Pedagang Y~ Liir..a di Kotarrwdya Daerah Tingkat II Surabaya. 

Pasal 1 
(1). Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Kotamady-a Daerah Tingkat II Suraba:y-a ditetapkan 

sebagaimana din:y-atakan pada Lamp iran I Keputusan ini 
(2). Ketentuan-ketentuan sehubung-a11 deugau pelaksanaan pengaturan tempat usaha dim.abud 

sebag-.:timana din:y-atakan pada Lampiran II Keputusan ini. 

Pasal2 
Tempat Usaha Peda~ug Kaki Lima dimaksud ctalam Keputnsan ini bernifat semeutarn dan sewakw­
w-ak.'lu dapat dicabut kembali o1eh Walikotanmdya Kepala Daerah Tingkat II Suraba:y-a. 

Pasal 3 
(l). Pengaturan penempatan, penga·,;:asan ketertiban dan pengendalian jw-rJall Peda5an.g Kaki Lima 

dilak-ukan secara k-wrdinatif oleh Pembant'u Walik-utamadya, Canmt dan Lurah di -wilayahn:y-a 
n12sing-mas!ng; 

(2). Pembinaan dan pengembaugau usaha para Peda~ang Kaki Linm dilak---nkan oteh Kepala Bagian 
Perekononlian Kotanmd.ya Daerah Tingkat II Surabaya~ 



(3 ). Kepala Bagian Perekonomian dan Pembantu Vv'alikotamadya melaporkan basil kegi.atan dirnaksud 
ayat (11 dan (2) pasal ini kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya secara 
periodik. 

Pasal4 
Dengan ditetapkan Keputnsan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi semua ketentuan yaiig 
pernah ada S¢panjang bertentaugan dengan Keputusan inl. 

Pasal5 
(I). Keputnsan ini mulai berlak11 sejak rnnggap penetlpannya; 
(2). Mengumumk<iu Keputusan iui dalam Lembar-dll Daerah Kotamadya Daer.Ji Tingkat II Surabaya. 

Ditetapkan di : S U R A B A Y A 
Pada taugg-al : 2 Januari 1989 

Vv' ALIKOT lu\-1ADY A KEP ALA DAERAH 
TINGKAT II SURABAYA 

dr. H. POERl~Otv10 KASIDI 



SALINAt-l" 

LMv1PIRM~ I : KEPUTUSA.t~ \'V ALIKOT A1v1ADY A 
KEPALA DAERAH TINGKAT II 
SURABAYA 
NOMOR 
TAt~GGAL 

- J'\-, ~ATnrt..T 111'\0/\ 
• VJ 1 i'1.L1.V1'C 1:10:1 

: 2 JAL.f'JARI 1989 

TEfvWAT USAHA PEDAGA't~G KAKT LIMA 
DI KOTA1v1ADYA DAERAH Tll.JGKAT II SURABAYA 

j Nomor j Tempat Usaha/Lokasi 
I. Wilayah Suraba a Utara 

I 1. JI. KHM. Mansyur (bagian selatan, sisi timur jalan) 
I 2. Jl. Kembang Jepun 
I 3. Jl. Kebalen Barat 
I 4. JL Prapat Kurung (sebelah utara lapangan) 
I :'i . 11. KHM. Mansyur (sebelal1 selatan sisi barat jalan) 

I ~ - JL Kepanjen (sisi barntjalan) 

1 

s: JL K a w u n g 

I 
9. 
Hl 

I ;~· 
I l l. 

,., I 1.<. . 

I Waktu Kegiatan 

Pukul 17.00- 10.00 WIB 
Pukul 18.00- 24.00 WIB 
Pukul 18.00- 23.00 WIB 
Pukull7.00- 23.00 WlB 
Pukul 17.00-23.00 WIB 
Pukul 08.00- 18.00 WIB 
Pu..lrul19.00- 22 .00 WIB 
Pukul 19.00- 23.00 WIB 
Pu.'cul 18.00 - 23 .00 WIB 
Pu..lrul 19.00 - 23.00 WIB 

I Pukul 19.00-23.00 WIB 
Plliml 19.00- 24.00 WIB 
Pukul 19.00- 24.00 WIB 

1 I. Jl. "fambak Segaran Wetan Pukul OY.OO- 14.00 WlB 
1 2. 1 Jl. Rangkah Besar (bagian timur) Pukul17.00- 14.00 WlB 
I 3. I JI. Bogen Pukull7.00- 14.00 WIB 
I 4. I Jl. Karimunjawa (bagian utara) Pul.'Ul17.00- 14.00 WIB 
1 5. 1 n. Pet o j o I Pukul 07.00- 14.00 WIB 
I 6. I Jl. Dharmahusada Utara (sisi selatan) Pukul 07.00- 14.00 WIB 
I 7. I Jl. Raya Nginden I Pukul 07.00- 14.00 WIB 
I 8. I Jl. Pucang Anom (sebelah timur Jl. Pucang Sawit dan I 
I I sekitar lapangan Kali Bokor · Pukul16.00- 24.00 WIB 
I 9. I Jl. Kertooaten Pukull9.00- 24.00 WIB 
I 10. I Jl. Kaoa~ Pukul 19.00- 24.00 WlB 
I 11 . I Jl. R~l!kut .J(jdul Industri Pukul 07.00-24.00 WIB 

I
I 12. I Jl Pu~nu Rinenggo I Puku117 00-24 00 WIB 

13. 1 11: Belo~ - 1 Pukul 19:00- 24:00 wrn 

I ;; I ;~ ~~~I<~~o~:.g.'.ok I ::::::~ :~ ~~ = ;: ~ ~ 
116. I JL C.mdi Sari Pukul 07.00- 22.00 WIB 
I 17. J Jl. Karanggayam (scbclah sclatan Gclora} Pu1..'U1 17.00-23.00 \VIB 
i 18 JL L<drakila Puk-ul 07.00- 14.00 \VIB 
I m. Wiiavah Surabaya Seiatan 
1 L JL Embong Blimbing 

I 
2. Jl. Genteng Besar 
3. Jl. Sedap Malem (sisi baratjalan) 

I 4. JI. Gembong Tebasan (sisi utarajalan) 
I 5. Jl. ubI 
j 6. Jl. Kedungdoro (sisi timur jalan) 

Pukul 07.00- 14.00 WIB 
Pukull7.00 -14.00 WlB 
Pukul u~ .oo- I4.oo wrn 
Pukul 07.00- 14.00 WIB 
Pukul 08.00- 14.00 WIB 
Pukul 18.00- 14.00 WIB 

i 

I 

I 
I 
I 



1

7. 
8. 
9. 
10. 

11. 
12. 
13 . 
14. 
15. 

!6. 
! 7. 
18 
19. 
..," 
~v . .... 
LL . 

22. 

I 
Jl. Pacuan Kuda 
Jl. Setail 

I n. Bentul I 

Pukul 05.00- 14.00 WIB 
Pukul 07.00- 14.00 WIB 
Pukul 01.00- 14.00 wm 

I 
Jl. Jemursari (sebelah utara taman datJ muka pabrik 
paku) Pukul 07.00- 14.00 WIB 

Pukul 07.00- 14.00 WIB 
Pukul 07.00- 14.00 WIB 
Pukul 07.00- 14.00 WIB 
Pukul17.00- 14.00 WlB 
Pukul 17.00 - 14.00 WJB 
Pukul 08.00- 14.00 Will 
P\Lkul 08.00 - 14.00 WIB 
Pu.lru! 06.00- 14.00 W!R 
Pukul 06.00-14.00 W!B 
Pukul 18.00- 14.00 WIB 
Pulmll7.00- 14.00 WIB 
Puk.ul 17.00- 14.00 WIB 
Puk.tlll7.00 - 14.00 WIB 
Pukul17.00- 14.00 VV'IB 

Jl. Dukuh Kupang Barat I 
Jl. Karangpilang 
Jl. Joyoboyo 
11. Kavoon 

I 11. Pa~deg:iling Timur (sisi utara jalan) 
I (sisi selatanjalan) 

I Jl. Dnl<uh Men.::~11ggal 
T1 Witinrhrs>n fc::ic::i tirnttr i'll'ln\ 

I .,.... ..-.... --·-·· , .... ...., ................... J .............. / 

I 
Jl. P..nj3smcrc 
f1 A J,...n .,J,...n V .... .-... h 

I "''"· Cuv.u .... c.&I.V"-• .&."'-Ll.&U.a.& 

n v--··-=-~ 

I J L. L'-\.t&.UUULL15 

Tl T-;-

I 
Jl . 1 ' ' ::, 

~~ ~-~~~-~ 
Jl. o::lt:fUW 

W ALIKOT A!v1ADY A KEPALA DAERAH 
TING!Ct...T !I SUP-t...B.t...YA 

dr. H. POEIU~O!v10 KASIDI 



LN~llUU~ll : KEPUTUSAN 
1lT.l I' TTr~'"r.A .. ,. ~'T A vv ru..~..c..v .1. .t'UV.Ln.U 1 n. 

KEPALA 
SlJRABAYA 
NO!v10R 
TM.J"GGAL 

DAERAH Tll-lGKAT Il 

: 03 TAH'"u1'-J 1989 
: 2 JM"WARI 1989 

KETEt~Tl.JAl~-KETEt~TUA1~ DALAtvf PELAKSAt~AA1'~ PEt~GATlJRA1'~ 
TEtvfPAT USAHA PEDAGM{G KAKI LllvfA DI KOTNvfADYA 

DAERAH Tit~GKAT II SlJRABA l' A 

l. Yang bcrlUik menempati tempat/lokasi dimaksud dalam Lampiran I KeputHsan in.i adalah para 
pedagang kak.i linm yang telah terda...'Thr dalam register Pemer.intah Kotanmdy-a Daeffih Tingkat H 
Surabaya; 

2. Para pedagang kaki lima diw-ajibkan menjaga ketertiban umutn, kebersihan dan keindahanlokasi 
sehingga fungsi sarana, pra.sarana dan utilitas kota diluar wakl:u-waktu berjualan tetap terjamin; 

3. Para pcdaagang kaki lima agar meuggunakau alat peraga (rombong) deugau bentuk, ukuran dan 
ciri-dri la.innya sesuai deng--dll petunjuk Pemerintah Kotanmdya Daerah Tingkat II Surabaya; 

4. Para pedagang kaki lima. diw-ajibkan membaw-a k-embali rombongnya masing-masing setelah 
selesa.i melakukan kegiatan/beljualana seh.inmo--a lokasi bebas dari rombong; 

5. Para pedagang kak.i lima diw-ajibkan memaSJillg tanda bukti pedag--dllg kak.i linm y-ang disediak-an 
oleh Pemer.intah Kotamady-a Daerah T.ingkat II Surabaya; 

G. Para pedagang kak.i lium diw-ajibkan tempat sampah dan be1tanggungjaw-ab atas pmduksi sampali 
baik yang dihasilkan sendiri maupun yang berasal d.iri pribadi; 

7. Para pedagang kaki lima w-ajib menggmUikan lampu penemng pacta malam lwi sebagai 
pelengkap rombongn:y-a. 

W ALIKOT A!vfADY A KEP ALA 
DAERAH Tll~GKAT H Su'RABAYA 

dr. POEIU~O!vfO KASIDI 



LAMPIRAN III 

KEPUTUSAN 
'vV ALIKOT Alvf.ADY A KEP ALA DAER.A:H Tll~GK.A T II Strrv\BA Y A 

1~0!v10R 171 TAI-r"u~~ 1989 
rorT:".,.,.....,...A ... T,..... 
1 C1~ 1.tU~\.J 

Ki:.lbtiTlJAl~ lJ1ITlJ1( ?vffiivfPEROLEH IZIN USAHA PEDAGM~G KAK.I LL.\-1A 
DI KOTA!vf.ADYADAER.A:H Tlt.JGKAT II StJRABAYA 

VV ALIK.OT Nvf.ADY A KEP ALA DAER.A:H Tn.JGKA T II STJRABA Y A 

Mcnimbang : Bahwa scl:iagai petaksanaan Pcraturan Dacrah Kotamad:ya Dacrah Tingkat II Surnba:ya 
Nomor lO Taliun 1987 tcntang Pcngaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang 
Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, khususn:ya ketentuan dalam pasal 
5 a:yat (2) niaka dipandang perlu mengatur kctentuan untuk memperolch izin usaha 
pedag-cilig kaki lim~ di Kotamad:ya Dac;rah Tingkat II Suraba:ya dengan suatu keputusan 

Mcngiugat : 
l. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemcrintahan d.i Daerah; 
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembcntnkan Daerah Kota Bcsar dalam 

lingk-ungan Propinsi Jawa Timur/Ja\va Tengah/Ja\va Barat dan Daerah Istimcwa Yogyakarta jo. 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965; 

3. Peraturan Daerah Kotamad:ya Dacrah Tingkat II Suraba:ya Nomor 10 Tahun 1987 tcntang 
PcngaturdU Tempat Usalia dan Pcmbinaan Pedagang Kaki Linia di Kotaniadya Daerah Tingkat li 
Suraba:ya; 

.t . Peraturan Daernh Kotartuidya Da¢rnh Tingkat II Surnbaya t.Jonior 15 Tahuu 1987 tentang 
Pcmbalian Pertama kali Peraturan Daerah Kotaniadya Daerah Tingkat II Suraba:ya Nomor 1 
Tahun 1981 tcntang Pemungut Uang Leges; 

5. Keputusan Walikotaniadya Kcpala Dacrah Tingkat ll Suraba:ya Nomor 3 Taliun 1989 tcntang 
Pengaturan Ten1pat Usaha Pedagang Kaki Lima dalam wilayah Kotamad:ya Daerah Tingkat II 
Suraba:ya. 

~A 1:" "II A T T T T T C' V A ,_T 
U 'J. L... L't' J. V J.. V lJ J."'rrr... ~ .L."' 

1v1cnetapkan : Keputu5an 'vValikotalii.adya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Tentang Ketentuan 
Untuk Memperoleh lzin Usaha Pedabang Kaki Linia di Kotaniad:ya Daerah Tiuglait II 
Surabaya 

BAB I 
KETEtiTlJ A1~ TJ1v?u"1vi 

Pasal1 

Dalam kcputusan ini :yang dimahud dcnban istHali : 
a. Kcpala Dacrah, ialah Walikotaniadya Kepala Daerah Tingkat II Suraba:ya ; 
b. Kcpala Bag'tan Pcrekonomian, ialah Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Kotaniadya 

Daerah Tingkat II Surabaya ; 
c. 

-' u . 

Pcdagang Kaki Linia, ialah rnercka yang melakr;k-an kegiatan dagang perorangan dan ilalam 
mer~alankannsahan:ya menb!>unakan tempat atau fasilitas umum sebagai tempat k.-egiatannya; 
Izin, ialah izin usaha pe&gang laiki linia :yang dibcr'tkan oleh Kepala Daerali kepada Pedagang 
kaki linia di tenipat yang telah ditetaplam oleh Kepala Daerah. 



"' \ 1). 

(2). 

BAB II 
PERSY ARATA!~ DA!~ TAT A CARA fvffiivfPEROLEH IZI!~ 

Pasal2 
Untuk memperoleli 
sebagai berik-ut : 

ijin, Pedagang Kaki LillUi yang bcrsangk-utan lmms memenulii persyaratan 

a. Penduduk Surabaya ; 
b. Telah tercatat dalam dfu"tar Pedagaug Kaki Lima pacta Bagiau perekonomiau ; 
c. Merrjadi anggota Koper-aSi Pedagang Kaki Lima ; 
d. tv1engaj.ik~n pem1ohon~n untuk nienipcm1eh ijin ; 
e. Membayar uang leges. 
Tata eat-a peugajuan permohonan untuk memperoleh ijin adalah sebagai berikut : 
a. Mengi.si fommlir surat permohonan yang telah ter:.edia di Kantor K.eluralum sesuai lokasi! 

tempat usaha yang dimohon; 
•-u. 

c. 

_. 
u. 

" 1. 

Surat permolionan lmrus dilampiri dengan : 
foto copy Kartu Tanda Penduduk a tau Kartu Keluarga. .. ( l lembar); 
pas foto copy hitam putih ukuran3x4 em.... ..... .. ..... .. ... ... (4 lembar); 
foto copy Kar:tu A.nggota Koperasi.. ... . .... .... .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. . ( l lembar); 
data/'LCeterangan lain yang dipertukan sesuai dengan kebutuhau. 

Surat permohonan beserta lampimnnya diajukan ke Kantor Kelumlmn sesuai tempat usaha 
yang dimohon mendapatkan pengantar dari Kepala Kelumhan; 
Ber'M5 tersebut dalam huruf c di atas selar~utnya diajukan ke Kantor Kecanmtan untuk 
diketahui dan ditandatangani oleh Canmt yang bcrsangk-utau dan kemudian diajukan ke 
Bagian Fterekonomian; 
Kepala Bagian Perekonom.iau menolak permohotmn yang tidak memenulii persyamtan dan 
untuk permohonan yang telah memenuhi persyamtan, kepada pemolmu oleh Kepala 
Bagian Perekonomian dibcrikan sumt pengantar untuk membayar uang leges pada Diims 
Pendapatan Daerah Kotanmdya Daemh Tingkat H Sumbaya; 
Kepala Bagian Perekonomian mengeluarkan/membcrikan izin setelah menerima tanda 
bukti pembayaran uang leges izin. 

~An Tl'T 
Dt-\0 ill 

PELllv1PAHAt~ Vv'EVv'E!~At~G PE!~A.t~TIATAt~GN~Al~ rzn~ 

Pasal3 

( l). Kepala Daerah melimpahkan wewenang peimndatangatmn izin kepada Kepala Bagian 
Perekonomian; 

(2). Keputusan ini sekaligus bcrlaku sebagai surat pelimpalmn dimaksud dalam ay-at ( l) pasal ini. 

BAB rv' 
BERLAKU DM~ DICABtrn~ry A IZll~ 

Pasal4 
(l). lzin berlaku untukjangka w-akut 6 (ena.m) bulan terhitung sejak tanggr.J. dikeluar'tGiiUlya dan dapat 

dipetpanjang tagi dengan ketentuan :yang sailUi sepett.i pengajuan pennohon.an bam; 
(2). Pengajuan pem10hon.an p..;rpanjangan izin harus dilakukan sebelumnya jartgka wak1u yang lama 

h.abis; 
(3 ). lzin :y-ang telal1 dibcrikan dapat diScl;.ut jika : 

a. Pemegang izin melan!%-ar syamt yang tercantum dalam sumt izin; 
b. Lokasi!tempat usahanya tidak lagi dinyatak-an sebagai tempat usaha pedagang kaki lima; 
c. Pemegang izin melan!%-ar ketentuan perundangan yang bcrlaku. 

(4). Allis pencatutan izin ter:>ebut dalam ayat (3) pasal ini tidak diberikan ganti rugi dan pemegang 
harus menin!%-al.kan lokasi tanpa syamt apapurL 



BABV 
PENUTUP 

(l). Keputusan iui mutai bertaku scjak taugg-dl ditei<ipkan; 
(2). Mengumumkan Keputusan ini datam Lembara:n Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. 

Ditei<ipkan di S U R A B A Y A 
Pada tanggc1l : 21 Agustus 1989 

\V ALlrCOT AL'vfADY A KEP ALA DAERAH 
TINGKAT II SlJAABAYA 

de H. POERl~Otv10 K.ASIDI 


